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KEMENPAN-RB. Bidan. Jabatan Fungsional.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di
bidang kebidanan, serta untuk meningkatkan kinerja
organisasi, sehingga perlu ditetapkan Jabatan Fungsional
Bidan;

bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 01 /PER/M.PAN/1/2008 tentang
Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6325);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
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Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI @ PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL BIDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.
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10.

11.

12.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan
kebidanan.

Pejabat Fungsional Bidan yang selanjutnya disebut Bidan
adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan
peraturan yang berlaku.

Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan
kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan

www.peraturan.go.id



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya
berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut
Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Bidan dalam rangka pembinaan karier
yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Bidan sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka
kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Bidan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk
dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan
tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian
kinerja Bidan dalam bentuk Angka Kredit Bidan.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Bidan yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi
pengetahuan, keterampilan, dan  perilaku yang
diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan
Bidan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial
kultural dari Bidan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi dalam jabatan.
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21.

22.

23.

24.

25.

(1)

(2)

(3)

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Bidan sebagai prasyarat menduduki setiap
jenjang Jabatan Fungsional Bidan.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Bidan sebagai prasyarat
pencapaian hasil kerja.

Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Bidan baik perorangan atau kelompok di
bidang pelayanan kebidanan.

Instansi Pembina adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional
di bidang kebidanan pada Fasyankes di lingkungan
Instansi Pemerintah, atau Instansi Pemerintah yang
tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan
kebidanan.

Bidan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Bidan.

Kedudukan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis
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tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis
beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Bidan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4
Jabatan Fungsional Bidan termasuk dalam

klasifikasi/rumpun kesehatan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Bidan merupakan jabatan fungsional
kategori keterampilan dan kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang
terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:

a. Bidan Terampil;
b. Bidan Mahir; dan
c. Bidan Penyelia.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang
terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

a. Bidan Ahli Pertama;

b. Bidan Ahli Muda;

c. Bidan Ahli Madya; dan
d. Bidan Ahli Utama.

(4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, sampai
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dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6
Tugas Jabatan Fungsional Bidan yaitu melakukan kegiatan
kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan

pengelolaan pelayanan kebidanan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Bidan yang dapat
dinilai angka kreditnya, yaitu pelayanan kebidanan, meliputi:
a. Pelayanan Kesehatan Ibu;
b. Pelayanan Kesehatan Anak;
c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan
Keluarga Berencana;
d. Pelayanan Kebidanan Komunitas;
e. Mengelola Pelayanan Kebidanan;
f.  Melaksanakan Program Pemerintah; dan

g. Melakukan Inovasi Pelayanan Kebidanan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8
(1) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Bidan kategori
keterampilan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam

butir kegiatan sebagai berikut:
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Bidan Terampil, meliputi:

1.
2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
melakukan pemeriksaan laboratorium
sederhana pada pelayanan kebidanan;
merencanakan asuhan kebidanan kasus
fisiologis sesuai kesimpulan;

memfasilitasi informed  choice  dan/atau
informed consent;

melakukan tindakan pencegahan infeksi;
memberikan nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/
personal hygiene;

memberikan vitamin/suplemen pada klien/
asuhan kebidanan kasus fisiologis;
melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas Ibu
hamil;

memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada
individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan;
melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis;
melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis;
melakukan pengkajian pada ibu nifas;
melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam
sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan
(KF 1);

melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari
ke 4-28 pasca persalinan (KF 2)

melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari
ke 29-42 pasca persalinan (KF 3);

melakukan asuhan kebidanan pada gangguan
psikologis ringan dengan pendampingan,;
melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini
(IMD) pada persalinan normal;

melakukan asuhan bayi baru lahir normal;
melakukan penanganan awal kegawatdaruratan

pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

-10-

memberikan Komunikasi  Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada
individu/keluarga sesuai kebutuhan;
melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
oral dan kondom;

memberikan  Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi
perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada
individu/keluarga sesuai kebutuhan;
melakukan promosi dan edukasi tentang
perilaku pola hidup sehat untuk remaja
termasuk personal hygiene dan nutrisi;
melakukan pendataan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu
nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita) di wilayah
kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah;
melakukan tabulasi sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu
nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);

mengikuti pelaksanaan kegiatan Survei Mawas
Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa
(MMD);

melaksanakan pelayanan kebidanan di
Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga
Berencana (KB) atau tempat lain sesuai
penugasan; dan

melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai

program pemerintah pada anak sekolah;

Bidan Mahir, meliputi:

1.
2.

melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
melakukan pemeriksaan laboratorium pada
pada ibu sebelum hamil, ibu hamil, ibu bersalin
dan ibu nifas;

merencanakan asuhan  kebidanan kasus
fisiologis sesuai kesimpulan;

melakukan Pencegahan Penularan Penyakit

dari Ibu ke Anak (PPIA);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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melakukan deteksi dini terhadap penyulit,
komplikasi, atau penyakit pada ibu hamil
dengan kolaborasi;

melakukan imunisasi Tetanus Toxoid (TT/DT);
melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu
hamil;

melakukan penatalaksaan pada ibu hamil
dengan malnutrisi dengan kolaborasi;
melakukan penanganan kasus
kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
memberikan  Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada
individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan;
melakukan pengkajian pada ibu bersalin
fisiologis;

melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
melakukan pengkajian pada ibu nifas;
melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam
sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan
(KF 1);

melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari
ke 4-28 pasca persalinan (KF 2);

melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari
ke 29-42 pasca persalinan (KF 3);

melakukan asuhan bayi baru lahir normal;
melakukan penanganan awal kegawatdaruratan
asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan
pemberian ventilasi tekanan positif;

melakukan penanganan awal kegawatdaruratan
infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat
tetap bersih dan kering;

melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6

jam - 48 jam pasca kelahiran (KN 1);
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

-12-

melakukan asuhan pelayanan neonatal pada
hari ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
melakukan asuhan pelayanan neonatal pada
hari ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada
klien Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada
klien Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
melakukan deteksi dini dan pemantauan
tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak
prasekolah;

memberikan  Komunikasi  Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada
individu/keluarga sesuai kebutuhan;
memberikan imuniasi Difteri Tetanus (DT) pada
Calon penganten (caten);

melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
suntik;

melakukan deteksi dini benjolan pada payudara
(SADANIS);

memberikan  Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi
perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada
individu/keluarga sesuai kebutuhan;
melakukan pemetaan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/
ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
melakukan asuhan kebidanan secara
kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita
dan anak-anak;

mengikuti kegiatan lokakarya mini bulanan dan
tribulanan;

melaksanakan tugas jaga  shift malam
(ditempat/Rumah Sakit/on call/sepi klien);
melakukan pemberian imunisasi dasar lengkap

rutin sesuai program pemerintah; dan
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melaksanakan skrining hipotiroid kongenital

pada bayi baru lahir; dan

Bidan Penyelia, meliputi:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

melakukan pengkajian ibu hamil patologis;
memfasilitasi informed choice dan/atau informed
consent pada kasus dengan
penyulit/patologis/penyakit penyerta;
mengidentifikasi kematian janin intra uterin;
melakukan penanganan kasus
kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE) tentang kesehatan ibu pada
kelompok/masyarakat sesuai dengan
kebutuhan;

melakukan pengkajian pada ibu bersalin
patologis;

melakukan asuhan Kala [ persalinan dengan
penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara
kolaborasi;

melakukan asuhan Kala II persalinan dengan
penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara
kolaborasi;

melakukan asuhan Kala III persalinan dengan
penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara
kolaborasi;

melakukan asuhan Kala IV persalinan dengan
penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara
kolaborasi;

melakukan asuhan masa nifas dengan
penyulit/patologis/penyakit penyerta secara
kolaborasi;

melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada
kasus kegawatdaruratan nifas;

melakukan asuhan kebidanan pada kasus
kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang

secara kolaborasi;

www.peraturan.go.id



2019, No. 1764

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

-14-

melakukan tindakan penanganan awal dan
stabilisasi pra rujukan terhadap kasus dengan
penyulit/ komplikasi/penyakit secara
kolaborasi;

melakukan persiapan tindakan kasus onkologi
obstetri ginekologi dengan penyulit secara
kolaborasi;

melakukan asuhan kebidanan post operation
obstetri ginekologi dengan secara kolaborasi;
melakukan konseling ASI pada ibu dengan
penyulit;

melakukan pemberian pelayanan lain
berdasarkan penugasan seperti observasi
transfusi darah, observasi intake dan output
cairan /balance cairan), memasang oksigenasi,
memasang infus, pemberian obat melalui oral
injeksi, pemasangan Nasogastrik tube (NGT),
pemberian nutrisi melalui sonde lambung;
melakukan resusitasi bayi baru lahir dengan
penyulit secara kolaborasi;

melakukan penanganan awal kegawatdaruratan
asfiksia melalui kompresi jantung secara
kolaborasi;

melakukan penanganan awal kegawatdaruratan
bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO)
melalui pembersihan dan pemberian salep
mata;

melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6
jam - 48 jam pasca kelahiran (KN 1);

melakukan asuhan pelayanan neonatal pada
hari ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
melakukan asuhan pelayanan neonatal pada
hari ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
melakukan stimulasi deteksi dini dan intervensi
dini penyimpangan tumbuh kembang balita
dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining

Perkembangan (KPSP);
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30.
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32.
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34.

35.

36.

37.
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memberikan Komunikasi  Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada
kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
melakukan evaluasi cakupan imunisasi;
melakukan evaluasi pemantauan tumbuh
kembang bayi, anak balita, dan anak
prasekolah melalui kegiatan penimbangan berat
badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran
tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan
intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang
balita dengan menggunakan Kuesioner Pra
Skrining Perkembangan (KPSP);

melakukan pemasangan dan pelepasan Alat
Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara interval,
melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi
Dalam Rahim (AKDR) post placenta;

melakukan pemasangan/pelepasan Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);

melakukan skrining kanker serviks;
memberikan  Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi
dan Keluarga Berencana (KB) pada
kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
menilai tumbuh kembang remaja dengan
menggunakan log tumbuh kembang remaja;
melakukan evaluasi cakupan pelayanan
Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga
Berencana (KB);

merumuskan rencana intervensi hasil analisis
data dan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu
nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);
melaksanakan rencana intervensi hasil analisis
data dan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu

nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);
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39.

40.
41.

42.

43.

44.
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melakukan pemberian pelayanan berdasarkan
penugasan seperti deteksi dini, dan penyuluhan
terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS),
pencegahan penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di
Posyandu, Posbindu dan Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya;
melakukan asuhan kebidanan dikamar bedah;
mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan
kebidanan di Posyandu/Posbindu/UKS dengan
pemangku kepentingan terkait;

melakukan  pembinaan dan  pengawasan
pelayanan  kebidanan pada jenjang di
bawahnya,;

melakukan pendokumentasian pelayanan
kebidanan;

menyelenggarakan rapat koordinasi teknis

bidan.

(2) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Bidan kategori

keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir

kegiatan sebagai berikut:

a.

Bidan Ahli Pertama, meliputi:

1.
2.

© ® N o o

Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
Menyusun perencanaan asuhan kebidanan
pada ibu hamil fisiologis;

Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil
fisiologis;

Melakukan pengkajian pada ibu bersalin
fisiologis;

Memberikan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
Melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
Melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
Melakukan pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas

fisiologis;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.
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Melakukan persiapan pre operasi obstetri
ginekologi;

Memberikan = Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak
pada individu atau keluarga sesuai dengan
kebutuhan;

Melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini
(IMD);

Melakukan asuhan neonatal esensial;
Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6
jam - 48 jam paska kelahiran (KN1);

Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada
hari ke 3 - hari ke 7 paska kelahiran (KN2) ;
Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada
hari ke 8 - hari ke 28 paska kelahiran (KN3);
Memf{asilitasi konseling kesehatan reproduksi;
Memfasilitasi konseling pra nikah;

Memfasilitasi konseling keluarga berencana
(KB);

Melakukan pemetaan sasaran dan analisis data
pada keluarga dan masyarakat;

Melakukan pembinaan keluarga
balita/remaja/lansia;

Berpartisipasi  aktif dalam  musyawarah
perencanaan pembangunan desa;
Melaksanakan tugas jaga shift malam;
Melakukan  asuhan kebidanan di kamar
bedah;

Mengidentifikasi kebutuhan, melakukan
analisis dan merencanakan kegiatan UKM
terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas;
Melakukan pemantauan pelaksanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi;
Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan

kebidanan di tingkat Puskesmas; dan
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29.

-18-

Melakukan skrining Pencegahan Penularan
HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di

Puskesmas atau Rumah Sakit;

Bidan Ahli Muda, meliputi:

1.

o x® N o

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Melakukan pengkajian pada ibu hamil patologis
dan/atau penyakit penyerta;

Menyusun perencanaan asuhan kebidanan
pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit
penyerta;

Melaksanakan kolaborasi asuhan kebidanan
pada ibu hamil patologis;

Melakukan pengkajian pada ibu bersalin
fisiologis;

Melakukan pengkajian pada ibu Dbersalin
patologis dan/atau penyakit penyerta;
Memberikan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
Melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
Melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
Memberikan asuhan Kala I persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
Melakukan asuhan Kala II persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
Melakukan asuhan Kala III persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi,
Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi,
Melakukan pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
Melakukan pengkajian pada ibu nifas patologis
dan/atau penyakit penyerta;

Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas
fisiologis;

Melakukan tindakan stabilisasi pada kasus
kegawatdaruratan kebidanan;

Melakukan tindakan penanganan awal dan
stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan

patologis dan/atau penyakit penyerta;
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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Melakukan asuhan kebidanan post operation
obstetri ginekologi;

Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE) asuhan kebidanan pada kelompok atau
masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
Memfasilitasi Konseling ASI eksklusif pada
individu dan keluarga dengan kondisi khusus;
Melakukan pemasangan dan pelepasan Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);

Melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi
Dalam Rahim (AKDR) post placenta;

Melakukan pemasangan dan pelepasan alat
kontrasepsi bawah kulit (AKBK);

Melakukan asuhan pre dan pasca kontrasepsi
mantap;

Melakukan konsultasi, kolaborasi dan/atau
rujukan komplikasi penggunaan alat
kontrasepsi;

Melakukan Focus Group Discussion (FGD)
tentang kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu
dan kelompok khusus;

Berperan dalam pembentukan kampung
Keluarga Berencana (KB);

Membentuk kelompok Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) /Pusat
Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP);
Mengelola pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA) dalam rangka mewujudkan keluarga
sehat;

Berperan aktif dalam musyawarah perencanaan
pembangunan kecamatan,;

Berperan aktif dalam pertemuan internal/antar
unit di Puskesmas/Rumah Sakit;

Melakukan pendokumentasian pelayanan

kebidanan;
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan
kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas
A/B/C/D;

Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat
kabupaten/kota/provinsi;

Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK)/
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan
Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL);

Menyusun laporan tahunan Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan
Kesehatan Reproduksi;

Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana
dan prasarana pelayanan kebidanan di
Puskesmas/ kabupaten/kota/provinsi/RS;
Melakukan evaluasi kinerja program Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB)
dan Kesehatan Reproduksi tingkat
kabupaten /kota/provinsi;

Mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah
di bidang kebidanan di lingkungan internal
puskesmas/ Rumah Sakit; dan

Merancang Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE) upaya promotif preventif pelayanan

kebidanan;

Bidan Ahli Madya, meliputi:

1.

Memberikan nutrisi dan rehidrasi parenteral
pada kasus kebidanan;

Melakukan pengkajian pada ibu Dbersalin
patologis dan/atau penyakit penyerta;
Memberikan asuhan Kala I persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
Melakukan asuhan Kala II persalinan patologis

dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi,
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Melakukan asuhan Kala III persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
Melakukan pengkajian pada ibu nifas patologis
dan/atau penyakit penyerta;

Melakukan kolaborasi asuhan kebidanan pada
ibu nifas patologis;

Melakukan kolaborasi dengan profesi terkait
pada asuhan kebidanan dengan kasus patalogis
dan/atau penyakit penyerta;

Mengevaluasi pelaksanaan pencegahan infeksi
nosokomial dan pengendalian lingkungan dan
patient safety pada kasus kebidanan patologis
dan/atau kasus kebidanan dengan penyakit
penyerta;

Melakukan  kolaborasi dalam  pelayanan
kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW);
Melakukan  penanganan  komplikasi Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan
kolaborasi;

Melakukan penanganan  komplikasi Alat
Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan
kolaborasi;

Melakukan penanganan komplikasi kontrasepsi
Metode Operasi Wanita (MOW) dengan
kolaborasi;

Melakukan identifikasi masalah, analisis, dan
intervensi permasalahan kebidanan komunitas;
Menggerakkan dan memberdayakan Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di
bidang tumbuh kembang, imunisasi dan
pelayanan kesehatan reproduksi pada individu,

keluarga dan masyarakat di wilayah kerja;

Berpartisipasi aktif dalam mengikuti
musyawarah perencanaan pembangunan
kabupaten /kota,;
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Melaksanakan audit internal mutu pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan
Reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB);
Melakukan kredensialing asuhan kebidanan
oleh Bidan kategori keahlian pada jenjang di
bawahnya dan Bidan kategori keterampilan;
Melakukan assesment kompetensi Bidan
kategori keahlian pada jenjang di bawahnya;
Melakukan pembinaan pelaksanaan Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi tingkat kabupaten /kota;
Berpartisipasi aktif dalam forum penguatan
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB);

Melakukan koordinasi Lintas Program
(LP)/Lintas Sektor (LS) dan mitra terkait
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga
Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
Melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam
peningkatan pelayanan persalinan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

Mensosialisasikan program di bidang pelayanan
kebidanan pada kabupaten kota/instansi di
wilayah kerjanya;

Melakukan workshop tata kelola dan rujukan
di kabupaten/kota/ provinsi;

Mengikuti pertemuan rutin antar instalasi di
Rumah  Sakit/ antar bidang di Dinas
Kesehatan;

Melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan
Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB);
Melakukan kunjungan keliling/supervisi secara
berkala di wunit pelayanan yang menjadi

tanggung jawabnya;
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38.

39.

40.
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Melakukan supervisi kelengkapan rekam medik
setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat
inap lain;

Melakukan bimbingan asuhan kebidanan
kepada peserta didik di Rumah Sakit
Pendidikan atau wahana pendidikan;

Memimpin pre dan post conference dalam
pelaksanaan pelayanan kebidanan pada kasus-
kasus tertentu;

Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan
kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas
A/B/C/D;

Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat
kabupaten /kota/provinsi,

Menyusun Rencana Lima Tahunan (Renstra)
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
(FKRTL);

Menyusun Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu
dan Kinerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL);

Menyusun Standar Prosedur Operasional
Pelayanan (SOP) Kebidanan;

Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana
dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat
nasional,

Menyusun bahan bimbingan klinik dibidang
asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan
atau wahana pendidikan;

Menyusun materi uji kompetensi jabatan

fungsional bidan;
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

-24-

Menyusun pedoman/panduan/manual mutu
dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di
pelayanan kebidanan;

Mengevaluasi Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) terkait upaya promotif, preventif
pelayanan kebidanan;

Melakukan evaluasi dan analisis penyebab
ketidakberhasilan program pada
individu,keluarga, dan masyarakat;

Melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
(FKRTL);

Melakukan evaluasi asuhan kebidanan post
tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi
dengan penyulit secara kolaborasi;

Melakukan evaluasi kinerja program Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB)
dan Kesehatan Reproduksi tingkat
kabupaten /kota/provinsi,

Merancang atau mendesain instrumen
monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan
yang digunakan skala
provinsi/kabupaten/kota; dan

Merancang dan  merencanakan  program
kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu

dan anak; dan

Bidan Ahli Utama, meliputi:

1.

Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan
pada kasus-kasus subspesialistik dibidang
endokrinologi reproduksi kebidanan dengan
kolaborasi;

Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan
pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang
pelayanan kebidanan (obstetri dan ginekologi)

dengan kolaborasi;
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Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan
pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang
anak (perinatologi, pediatrik dan neonatologi)
dengan kolaborasi;

Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan
pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang
bedah kebidanan dengan kolaborasi;

Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan
pada kasus-kasus sub-spesialistik lain
dibidang kebidanan dengan kolaborasi;
Menyusun perencanaan pelayanan kebidanan
pada kondisi bencana;

Menjadi saksi ahli kasus asuhan kebidanan;
Memberikan pertimbangan ilmiah kepada
pejabat pimpinan tinggi atau Menteri pada
penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan
kebidanan;

Melaksanakan audit mutu asuhan kebidanan
tingkat nasional;

Melakukan pembinaan etik dan disiplin bidan;
Melakukan pembinaan dan  pengawasan
pelayanan kebidanan kepada bidan satu
jenjang di bawahnya;

Melakukan kredensialing asuhan kebidanan
oleh Bidan kategori keahlian pada jenjang di
bawahnya dan Bidan kategori keterampilan;
Melakukan assesment kompetensi Bidan
kategori keahlian pada jenjang di bawahnya;
Melakukan pengkajian kebutuhan Sumber
Daya Manusia (SDM) kebidanan tingkat
provinsi dan nasional;

Menyusun materi uji kompetensi jabatan
fungsional bidan;

Menyiapkan rancangan rumusan kebijakan
asuhan kebidanan di tingkat nasional,
Menyusun bahan perencanaan pelayanan

kebidanan tingkat nasional;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

-26-

Menyusun bahan rencana strategis bidang
pelayanan kebidanan;

Menyusun pedoman audit mutu asuhan
kebidanan tingkat nasional/ tingkat rumah
sakit rujukan nasional,

Menyusun kurikulum dan modul pelatihan
inservice untuk bidan yang digunakan secara
nasional,

Melakukan evaluasi pelaksanaan program
Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional;
Menyusun konsep pengembangan program
pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga
Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
yang mendapat pengakuan secara nasional;
Merumuskan konsep pengembangan Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam
pelayanan kebidanan;

Menciptakan teknologi tepat guna dalam
pelayanan kebidanan;

Mengembangkan pelayanan kebidanan
komunitas sebagai role model dalam pelayanan
kebidanan;

Merancang program upaya pemberdayaan ibu
untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak,
dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi
dan kegawatdaruratan;

Mengembangkan inovasi asuhan pelayanan
kebidanan;

Menciptakan inovasi di bidang pelayanan
kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana
(KB)/Kesehatan Reproduksi

Menciptakan inovasi di bidang pelayanan
kebidanan komunitas;

Menyusun pedoman /panduan pelayanan
kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana

(KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional;
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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Menyusun pedoman/panduan pelayanan
terkait kebidanan komunitas tingkat nasional;
Menyusun rincian kewenangan klinis bidan
sesuai dengan unit kerjanya;

Merancang atau mendesain program
peningkatan mutu dan pengembangan
pelayanan kebidanan tingkat nasional;
Merekomendasikan penghargaan atau sanksi
pelanggaran etika bagi Bidan;

Melaksanakan uji coba penerapan teknologi
terbarukan di bidang pelayanan kesehatan
ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan
Reproduksi;

Melaksanakan uji coba penerapan teknologi

terbarukan dalam  pelayanan  kebidanan

komunitas;
Mengevaluasi hasil penerapan inovasi
pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga

Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
Mengevaluasi hasil penerapan inovasi
pelayanan kebidanan komunitas;dan
Menganalisis jurnal internasional bidang
pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga
Berencana /  Kesehatan  Reproduksi /
kebidanan komunitas dan menuangkannya

dalam bentuk pedoman/panduan.

Bidan kategori terampilan dan kategori keahlian yang

melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka

Kredit tercantum dalam lampiran [ dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

ayat (2) diatur oleh instansi pembina.
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Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

(1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Bidan kategori

keterampilan sesuai jenjang jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a.

Bidan Terampil, meliputi:

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada
ibu hamil fisiologis;

lembar hasil laboratorium sederhana pada
pelayanan kebidanan;

laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis
sesuai kesimpulan;

formulir persetujuan tindakan asuhan
kebidanan;

logbook pelaksanaan tindakan pencegahan
infeksi;

logbook pemberian nutrisi dan
rehidrasi/oksigenisasi/ personal hygiene;
logbook pemberian vitamin/suplemen pada
klien asuhan kebidanan/kasus fisiologis;
laporan pelaksanaan kegiatan asuhan kelas
ibu hamil;

logbook pemberian Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada
individu/keluarga;

dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala II persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
laporan hasil kajian pada ibu nifas;

laporan asuhan kebidanan pada masa nifas 6
jam sampai dengan hari ke tiga pasca
persalinan (KF 1);

laporan asuhan kebidanan pada masa nifas

hari ke 4 — 28 pasca persalinan (KF2);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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laporan asuhan kebidanan masa nifas hari ke
29 - 42 pasca persalinan (KF3);

laporan asuhan kebidanan pada gangguan
psikologi ringan;

dokumen fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
pada persalinan normal;

dokumen asuhan bayi baru lahir normal;
dokumen penanganan awal kegawatdaruratan
pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);

laporan pemberian Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada
individu/keluarga;

dokumen pelayanan Keluarga Berencana (KB)
oral dan kondom;

laporan pemberian Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi
perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada
individu /keluarga;

laporan pelaksanaan promosi dan edukasi
tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja
termasuk personal hygiene dan nutrisi;
dokumen pendataan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu
nifas/ibu menyusui/bayi dan balita) di wilayah
kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah;
dokumen tabulasi sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu
nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);

dokumen pelaksanaan kegiatan Survei Mawas
Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa
(MMD);

laporan pelayanan kebidanan di
Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga
Berencana (KB) atau tempat lain sesuai
penugasan; dan

logbook;
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-30-

Bidan Mahir, meliputi:

1.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu
hamil fisiologis;

lembar hasil laboratorium pada pada ibu sebelum
hamil, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis
sesuai kesimpulan;

catatan kebidanan/laporan pelaksanaan
pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak
(PPIA);

catatan kebidanan/laporan deteksi dini terhadap
terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit
pada ibu hamil;

laporan imunisasi Tetanus Toxoid,

laporan pelaksanaan kegiatan asuhan kelas ibu
hamil,

dokumen penatalaksaan pada ibu hamil dengan
malnutrisi dengan kolaborasi;

laporan penanganan kasus kegawatdaruratan
maternal dengan kolaborasi;

logbook pemberian Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada
individu/keluarga;

laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
dokumen asuhan kala I persalinan fisiologis;
dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
dokumen asuhan kala III persalinan fisiologis;
dokumen asuhan kala IV persalinan fisiologis;
laporan hasil kajian pada ibu nifas;

laporan asuhan kebidanan pada masa nifas 6
jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan
(KF 1);

laporan asuhan kebidanan pada masa nifas hari
ke 4 — 28 pasca persalinan (KF2);

laporan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29
— 42 pasca persalinan (KF3);

dokumen asuhan bayi baru lahir normal;
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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laporan penanganan awal kegawatdaruratan
asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan
pemberian ventilasi tekanan positif;

laporan penanganan awal kegawatdaruratan
infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat;
dokumen asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam
- 48 jam pasca kelahiran (KN 1);

dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari
ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);

dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari
ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);

laporan anamnesa dan pemeriksaan pada klien
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);

laporan anamnesa dan pemeriksaan pada klien
Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);

laporan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan
anak prasekolah anak;

laporan pemberian Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada
individu /keluarga;

laporan imuniasi Difteri Tetanus (DT) pada Calon
penganten (caten);

laporan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
suntik;

laporan deteksi dini benjolan pada payudara
(SADANIS);

laporan pemberian Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi
perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada
individu /keluarga;

laporan pemetaan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu
nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);

laporan asuhan kebidanan secara kolaboratif
pada kasus kekerasan pada wanita dan anak-

anak;
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36.

37.

38.
39.

-32-

laporan kegiatan lokakarya mini bulanan dan
tribulanan;

laporan dan jadwal tugas jaga shift malam
(ditempat/Rumah Sakit/on call/sepi klien);
logbook; dan

laporan skrining SHK; dan

Bidan Penyelia, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

laporan hasil kajian asuhan kebidanan ibu hamil
patologis;

formulir persetujuan tindakan asuhan
kebidanan;

dokumen kematian janin intra uterin;

laporan penanganan kasus kegawatdaruratan
maternal dengan kolaborasi;

laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada
kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu
bersalin patologis;

dokumen asuhan kala [ persalinan dengan
penyulit/patologis/penyakit penyerta;

dokumen asuhan kala II persalinan dengan
penyulit/patologis/penyakit penyerta;

dokumen asuhan kala III persalinan dengan
penyulit/patologis/penyakit penyerta;

dokumen asuhan kala IV persalinan dengan
penyulit/patologis/penyakit penyerta;

laporan asuhan masa nifas dengan
penyulit/patologis/penyakit  penyerta  secara
kolaborasi;

laporan tindakan bantuan hidup dasar pada
kasus kegawatdaruratan nifas;

laporan asuhan kebidanan pada  kasus
kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang

secara kolaborasi;
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23.

24.

25.

26.

27.
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laporan tindakan penanganan awal dan
stabilisasi pra rujukan terhadap kasus dengan
penyulit/komplikasi/penyakit secara kolaborasi;
laporan persiapan tindakan kasus onkologi
obstetri ginekologi dengan penyulit secara
kolaborasi;

catatan kebidanan/laporan asuhan kebidanan
post  operation obstetri  ginekologi secara
kolaborasi;

laporan konseling ASI pada ibu dengan penyulit;
laporan pemberian pelayanan lain berdasarkan
penugasan seperti observasi transfusi darah,
observasi intake dan output cairan/balance
cairan, memasang oksigenasi, memasang infus,
pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan
Nasogastrik Tube (NGT), pemberian nutrisi
melalui sonde lambung;

laporan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit
secara kolaborasi;

laporan penanganan awal kegawatdaruratan
asfiksia melalui kompresi jantung secara
kolaborasi;

laporan penanganan awal kegawatdaruratan bayi
baru lahir dengan infeksi gonore (GO) melalui
pembersihan dan pemberian salep mata;
dokumen asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam
- 48 jam pasca kelahiran (KN 1);

dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari
ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);

dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari
ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
dokumen Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
(KPSP);

laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada
kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;

laporan evaluasi cakupan imunisasi;
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29.

30.
31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.
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laporan evaluasi pemantauan tumbuh kembang
bayi, anak balita, dan anak prasekolah melalui
kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran
lingkar kepala, pengukuran tinggi badan,
stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini
penyimpangan tumbuh kembang balita dengan
menggunakan Kuesioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP);

laporan pemasangan dan pelepasan Alat
Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara interval;
dokumen pemasangan AKDR post placenta;
laporan pemasangan/pelepasan alat kontrasepsi
dalam rahim (AKDR);

laporan skrining kanker serviks;

laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi dan
Keluarga Berencana (KB) pada
kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;

log tumbuh kembang remaja;

laporan evaluasi bulanan pelayanan Kesehatan
Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
dokumen rumusan rencana intervensi hasil
analisis data dan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu
nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);

dokumen pelaksanaan intervensi hasil analisis
data dan sasaran pada individu
(WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu
nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);

laporan pemberian pelayanan berdasarkan
penugasan seperti deteksi dini, dan penyuluhan
terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS),
pencegahan penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
laporan evaluasi Posyandu, Posbindu dan Upaya

Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya;
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laporan pelaksanaan asuhan kebidanan/jadwal
tugas di kamar bedah;

laporan koordinasi pelaksanaan pelayanan
kebidanan di Posyandu/Posbindu/UKS dengan
pemangku kepentingan terkait;

laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan
kebidanan kepada bidan dengan jenjang terampil
dan mahir;

rekam medik; dan

dokumen rapat koordinasi teknis bidan.

(2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Bidan kategori

keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:

a.

Bidan Ahli Pertama, meliputi:

1.

© ® N o g bk

11.

12.

13.

14.

laporan kajian asuhan kebidanan ibu hamil
fisiologis;

laporan perencanaan asuhan kebidanan pada
ibu hamil fisiologis;

laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil
fisiologis;

laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
dokumen pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas
fisiologis;

laporan  persiapan pre operasi obstetri
ginekologi;

laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada
individu atau  keluarga sesuai dengan
kebutuhan;

catatan kebidanan/laporan fasilitasi Inisiasi
Menyusu Dini (IMD);

laporan asuhan neonatal esensial;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

-36-

laporan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam
— 48 jam paska kelahiran (KN1);

laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari
ke 3 — hari ke 7 paska kelahiran (KN2);

laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari
ke 8 — hari ke 28 paska kelahiran (KN3);
Laporan konseling kesehatan reproduksi;
laporan konseling pra nikah;

laporan konseling keluarga berencana (KB);
dokumen pemetaan sasaran dan analisis data

pada keluarga dan masyarakat;

laporan pembinaan keluarga
balita/remaja/lansia;
laporan pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan desa;

laporan dan jadwal tugas jaga shift malam;
laporan pelaksanaan asuhan kebidanan di
kamar bedah;

dokumen identifikasi kebutuhan, melakukan
analisis dan merencanakan kegiatan UKM
terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas;
laporan pemantauan pelaksanaan persalinan
dan pencegahan komplikasi;

laporan monitoring dan evaluasi asuhan
kebidanan di tingkat Puskesmas; dan

laporan skrining Pencegahan Penularan HIV,
sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di

Puskesmas atau Rumah Sakit;

Bidan Ahli Muda, meliputi:

1.

laporan pengkajian ibu hamil patologis
dan/atau penyakit penyerta;

laporan perencanaan asuhan kebidanan pada
ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil
patologis;

laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
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37 2019, No.1764

laporan pengkajian ibu hamil patologis
dan/atau penyakit penyerta,;

dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
dokumen asuhan Kala I persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
dokumen asuhan Kala II persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
dokumen asuhan Kala Il persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
dokumen IV persalinan patologis dan/atau
penyakit penyerta dengan kolaborasi;

dokumen pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
laporan pengkajian pada ibu nifas patologis
dan/atau penyakit penyerta,;

laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas
fisiologis;

laporan tindakan stabilisasi pada kasus
kegawatdaruratan kebidanan;

laporan tindakan penanganan awal dan
stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan;
dokumen asuhan kebidanan post operation
obstetri ginekologi;

laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) asuhan kebidanan pada
kelompok atau masyarakat sesuai dengan
kebutuhan;

laporan konseling ASI eksklusif pada individu
dan keluarga dengan kondisi khusus;

laporan pemasangan dan pelepasan Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);

laporan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam
Rahim (AKDR) post placenta,

laporan pemasangan dan pelepasan alat

kontrasepsi bawah kulit (AKBK);
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laporan asuhan pre dan pasca kontrasepsi
mantap;

catatan kebidanan/laporan atau rujukan
komplikasi penggunaan alat kontrasepsi;
laporan Focus Group Discussion (FGD) tentang
kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu dan
kelompok khusus;

dokumen pembentukan kampung Keluarga
Berencana (KB);

dokumen pembentukan kelompok
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) /Pusat Informasi
Konseling Remaja (PIK-R);

laporan Audit Maternal Perinatal (AMP);
dokumen pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA);

laporan perencanaan pembangunan kecamatan;
laporan pertemuan internal/antar unit di
Puskesmas/Rumah Sakit;

dokumentasi pelayanan kebidanan;

laporan monitoring dan evaluasi asuhan
kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas
A/B/C/D;

laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
asuhan kebidanan di tingkat
kabupaten /kota/provinsi;

Rencana Usulan Kegiatan (RUK)/ Rencana
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan
Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL);

laporan tahunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan
Reproduksi;

dokumen kebutuhan alat, sarana dan
prasarana pelayanan kebidanan di Puskesmas/

kabupaten/kota/provinsi/RS;
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laporan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan
Kesehatan Reproduksi tingkat
kabupaten /kota/provinsi;

laporan evaluasi pelaksanaan program
pemerintah di bidang kebidanan di lingkungan
internal puskesmas/ Rumah Sakit; dan
dokumen rancangan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) wupaya promotif preventif

pelayanan kebidanan;

Bidan Ahli Madya, meliputi:

1.

10.

11.

laporan pemberian nutrisi dan rehidrasi
parenteral pada kasus kebidanan;

laporan pengkajian ibu hamil patologis
dan/atau penyakit penyerta,;

dokumen asuhan Kala I persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi,
dokumen asuhan Kala II persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
dokumen asuhan Kala III persalinan patologis
dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
dokumen IV persalinan patologis dan/atau
penyakit penyerta dengan kolaborasi;

laporan pengkajian pada ibu nifas patologis
dan/atau penyakit penyerta,;

laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas
patologis;

laporan kolaborasi dengan profesi terkait pada
asuhan kebidanan dengan kasus patologis
dan/atau penyakit penyerta;

laporan evaluasi pelaksanaan pencegahan
infeksi nosokomial dan pengendalian
lingkungan dan patient safety pada kasus
patologis dan/atau kasus kebidanan dengan
penyakit penyerta;

laporan pelayanan kontrasepsi Metode Operasi

Wanita (MOW);
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laporan penanganan komplikasi Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan
kolaborasi;

laporan penanganan komplikasi Alat
Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan
kolaborasi;

laporan penanganan komplikasi kontrasepsi
Metode Operasi Wanita (MOW) dengan
kolaborasi;

dokumen identifikasi masalah, analisis, dan
intervensi permasalahan kebidanan komunitas;
laporan kegiatan pemberdayaan Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di
bidang tumbuh kembang, imunisasi dan
pelayanan kesehatan reproduksi pada individu,
keluarga dan masyarakat di wilayah kerja;
laporan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten/kota;

laporan audit internal mutu pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan
Reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB);
laporan kredensialing asuhan kebidanan;
laporan assesment kompetensi Bidan;

laporan pembinaan pelaksanaan Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi tingkat kabupaten /kota;

laporan pertemuan penguatan penurunan
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB);

laporan koordinasi Lintas Program (LP)/Lintas
Sektor (LS) dan mitra terkait Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan
Kesehatan Reproduksi;

laporan sosialisasi dan koordinasi dalam
peningkatan pelayanan persalinan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan;
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laporan sosialisasi program di bidang pelayanan
kebidanan pada kabupaten kota/instansi di
wilayah kerjanya;

laporan workshop tata kelola dan rujukan di
kabupaten/kota/ provinsi;

laporan pertemuan rutin antar instalasi di
Rumah  Sakit/ antar bidang di Dinas
Kesehatan;

laporan supervisi fasilitatif pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan
Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB);

laporan kunjungan keliling/supervisi secara
berkala di unit pelayanan yang menjadi
tanggung jawabnya;

laporan supervisi kelengkapan rekam medik
setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat
inap lain;

laporan bimbingan asuhan kebidanan kepada
peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan atau
wahana pendidikan,;

laporan pre dan post conference dalam
pelaksanaan pelayanan kebidanan pada kasus-
kasus tertentu;

laporan monitoring dan evaluasi asuhan
kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas
A/B/C/D;

laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
asuhan kebidanan di tingkat
kabupaten /kota/provinsi;

rancangan Rencana Lima Tahunan (Renstra)
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
(FKRTL);

rancangan Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu
dan Kinerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan

Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat
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37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.
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Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL);

Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP)
Kebidanan;

dokumen kebutuhan kebutuhan alat, sarana
dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat
nasional,

bahan bimbingan klinik dibidang asuhan
kebidanan di rumah sakit pendidikan atau
wahana pendidikan;

materi uji kompetensi;

rancangan pedoman/panduan/manual mutu
dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di
pelayanan kebidanan;

laporan evaluasi Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) terkait upaya promotif, preventif
pelayanan kebidanan;

laporan evaluasi dan analisis penyebab
ketidakberhasilan program pada
individu,keluarga, dan masyarakat;

laporan evaluasi pelayanan kebidanan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
(FKRTL);

laporan evaluasi asuhan kebidanan post
tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi
dengan penyulit secara kolaborasi;

laporan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan
Kesehatan Reproduksi tingkat
kabupaten /kota/provinsi;

dokumen rancangan atau desain instrumen
monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan
yang digunakan skala
provinsi/kabupaten/kota; dan

dokumen rancangan kesehatan ibu dan anak

serta perbaikan gizi ibu dan anak; dan
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Bidan Ahli Utama, meliputi:

1.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

laporan pelayanan kolaborasi kasus-kasus
subspesialistik  di  bidang  endokrinologi
reproduksi;

laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-
kasus sub-spesialistik dibidang pelayanan
kebidanan (obstetri dan ginekologi);

laporan pelayanan kolaborasi asuhan
kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik
dibidang anak (perinatologi, pediatrik dan
neonatologi);

laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-
kasus sub-spesialistik dibidang bedah
kebidanan;

laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-
kasus sub-spesialistik lain dibidang kebidanan;
rancangan perencanaan pelayanan kebidanan
pada kondisi bencana;

laporan sebagai saksi ahli kasus asuhan
kebidanan;

telaah pertimbangan ilmiah kepada pejabat
pimpinan tinggi atau Menteri pada penyusunan
kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan;
laporan audit mutu asuhan kebidanan tingkat
nasional,

laporan pembinaan etik dan disiplin bidan;
laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan
kebidanan;

laporan kredensialing asuhan kebidanan;
laporan assesment kompetensi Bidan;
dokumen pengkajian kebutuhan Sumber Daya
Manusia (SDM) kebidanan tingkat provinsi dan
nasional,

materi uji kompetensi;

rancangan rumusan  kebijakan  asuhan

kebidanan di tingkat nasional;

www.peraturan.go.id



2019, No. 1764

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.
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rancangan bahan perencanaan pelayanan
kebidanan tingkat nasional;

rancangan rencana strategis bidang pelayanan
kebidanan;

rancangan pedoman audit mutu asuhan
kebidanan tingkat mnasional/ tingkat rumah
sakit rujukan nasional;

kurikulum dan modul pelatihan inservice untuk
bidan yang digunakan secara nasional;

laporan evaluasi pelaksanaan program
Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional;
dokumen konsep pengembangan program
pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga
Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
yang mendapat pengakuan secara nasional;
dokumen  konsep pengembangan  Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam
pelayanan kebidanan;

rancangan teknologi tepat guna dalam
pelayanan kebidanan;

rancangan pengembangan pelayanan kebidanan
komunitas sebagai role model dalam pelayanan
kebidanan;

rancangan program upaya pemberdayaan ibu
untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak,
dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi
dan kegawatdaruratan;

inovasi asuhan pelayanan kebidanan;

inovasi di bidang pelayanan kesehatan

ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan

Reproduksi;
inovasi di bidang pelayanan kebidanan
komunitas;
rancangan pedoman /panduan pelayanan

kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana

(KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional,
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31. rancangan pedoman/panduan pelayanan
terkait kebidanan komunitas tingkat nasional;

32. dokumen rincian kewenangan klinis bidan
sesuai dengan unit kerjanya;

33. rancangan atau desain program peningkatan
mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan
tingkat nasional;

34. usulan rekomendasi penghargaan atau sanksi
pelanggaran etika bagi Bidan;

35. laporan uji coba penerapan  teknologi
terbarukan di bidang pelayanan kesehatan
ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan
Reproduksi;

36. laporan uji coba penerapan  teknologi
terbarukan dalam = pelayanan  kebidanan
komunitas;

37. laporan evaluasi hasil penerapan inovasi
pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga
Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;

38. laporan evaluasi hasil penerapan inovasi

pelayanan kebidanan komunitas; dan

39. Jurnal Internasional dan draft
Pedoman /Panduan.
Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Bidan yang sesuai dengan
jenjang  jabatannya  untuk = melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),
Bidan yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas
atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara

tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
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a. Bidan yang melaksanakan kegiatan Bidan satu tingkat di

atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari

angka kredit setiap butir kegiatan; dan

b. Bidan yang melaksanakan kegiatan Bidan satu atau dua

tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari

angka kredit dari setiap butir kegiatan;

tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

BABV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam

Jabatan Fungsional Bidan yaitu pejabat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan

C. promosi.

Pasal 14

dengan

Bidan

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 15

Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Bidan melalui

pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah Diploma III Kebidanan bagi Jabatan
Fungsional Bidan kategori keterampilan;

e. Dberijazah pendidikan profesi Bidan bagi Jabatan
Fungsional Bidan kategori keahlian,;

f.  memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;

g. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina; dan

h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, pengangkatan jabatan fungsional

bidan kategori keahlian dapat dipenuhi dari kualifikasi
pendidikan D-IV kebidanan sampai dengan tahun

kelulusan 2021.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan dari calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat
dalam Jabatan Fungsional Bidan.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional

Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama
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(1)
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3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional Bidan.

Bidan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jenjang
satu tingkat diatas.

Bidan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kenaikan
pangkat/jenjang sampai dengan jenjang ahli muda.
Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional Bidan dinilai dan ditetapkan pada
saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional

Bidan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui

perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Diploma III Kebidanan bagi
Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan;

e. Dberijazah pendidikan Profesi Bidan bagi Jabatan
Fungsional Bidan kategori keahlian,;

f.  memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;

g. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina;

h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang pelayanan Kebidanan paling singkat 2 (dua)

tahun;
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i.  nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir;

j-  berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Bidan kategori
keterampilan, Jabatan Fungsional Bidan Ahli
Pertama, dan Jabatan Fungsional Bidan Ahli
Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Bidan Ahli
Madya; dan

3) 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Bidan Ahli
Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan
pimpinan tinggi.

Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan
ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang
akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan

tugas di bidang pelayanan Kebidanan.

Pasal 17
Bidan kategori keterampilan dapat diangkat dalam
Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian, apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tersedia kebutuhan wuntuk Jabatan Fungsional
Bidan kategori keahlian;
b. memperoleh ijazah pendidikan profesi Bidan;

c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;
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d. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina;

e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan
ketentuan pangkat Jabatan Fungsional Bidan
kategori keahlian; dan

f.  berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufj.

Dalam hal kebutuhan organisasi, persyaratan kualifikasi

pendidikan dalam pengangkatan jabatan Fungsional

Bidan kategori keahlian dari kategori keterampilan, dapat

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b.

Kualifikasi pendidikan yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dipenuhi dari kualifikasi

pendidikan D-IV kebidanan dengan tahun kelulusan

sampai dengan 2021.

Bidan kategori keahlian yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Bidan dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan kenaikan

pangkat/jabatan sampai dengan jenjang ahli muda.

Bidan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi

Bidan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) diberikan Angka Kredit yang dinilai

dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan

tugas sebagai Bidan kategori keterampilan.

Pasal 18
Bidan ahli utama dapat diangkat dalam Jabatan
Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan
persyaratan sebagai berikut:
a. Dberstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;
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d. Dberijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional ahli utama
yang akan diduduki;

e. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina;

f.  memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Jabatan Fungsional Bidan paling kurang 2
(dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang

akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui

promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c

dilaksanakan dalam hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Bidan; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan satu
tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan
Fungsional Bidan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui

promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina;
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b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;

c. nilai kinerja/prestasi paling rendah bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. memiliki rekam jejak yang baik;

e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

f.  tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam jabatan fungsional Bidan melalui

promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang

Jabatan Fungsional Bidan yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Bidan melalui promosi dinilai dan ditetapkan

dari tugas jabatan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui

promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan melalui

promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan

berdasarkan kriteria:

a.

b.

(1)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 21
Setiap PNS yang diangkat menjadi Bidan wajib dilantik
dan diambil sumpah/janji menurut agama atau

kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan = peraturan perundang

undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Penilaian kinerja Bidan bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi
dan sistem karier.

(2) Penilaian kinerja Bidan dilakukan  berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,
capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku
PNS.

(3) Penilaian kinerja Bidan dilakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
meliputi:
a. SKP; dan
b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Pada awal tahun, Bidan wajib menyusun SKP.
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SKP merupakan target kinerja Bidan berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penilaian SKP Bidan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
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Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 27
Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) bagi Bidan kategori keterampilan setiap tahun
ditetapkan paling sedikit:
a. S (lima) untuk Bidan Terampil,
b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Bidan Mahir;
c. 25 (dua puluh lima) untuk Bidan Penyelia.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, tidak berlaku bagi Bidan Penyelia, yang memiliki
pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang
didudukinya.
Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) bagi Bidan kategori keahlian setiap tahun
ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Bidan Ahli
Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Bidan Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Bidan Ahli
Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Bidan Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, tidak berlaku bagi Bidan Ahli Utama yang
memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan

yang didudukinya.

Paragraf Ketiga

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28
Bidan kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi
tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun
wajib memenuhi Angka Kredit yaitu:

a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Bidan Terampil; dan
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b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Bidan Mahir.

(2) Bidan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari
jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka
Kredit.

(3) Bidan kategori keahlian yang telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi
tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan
yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target
Angka Kredit, paling sedikit:

a. 10 (sepuluh) untuk Bidan Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Bidan Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Bidan Ahli Madya.

(4) Bidan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari
jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima)
Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 29
Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja
dalam Jabatan Fungsional Bidan dan dinilai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 30
(1) Capaian SKP Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk

dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
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(2) Capaian Angka Kredit Bidan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima
puluh persen) dari target Angka Kredit minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan  untuk kenaikan pangkat/jabatan,
capaian Angka Kredit Bidan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki
kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan
dalam PAK.

(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih
tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Bidan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh
sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik
hasil kerja Bidan.

(3) Hasil penilaian dan PAK Bidan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja

Bidan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32
Usul PAK Bidan diajukan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat

yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi pembina kepada
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Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan atau pelayanan kebidanan atau Pejabat
yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka
Kredit bagi Bidan Ahli Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah.

Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat
lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan
kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk pada Instansi
Pemerintah, paling rendah Pejabat Administrator, kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretarian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi
Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Madya di
lingkungan Instansi Pemerintah.

Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat
lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan
kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk, paling rendah
Pejabat Administrator, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi pelayanan kebidanan atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada
Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli
Pertama, Bidan Ahli Muda dan Bidan Kategori

Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

yaitu:

a.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan atau pelayanan kebidanan atau Pejabat
yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka
Kredit bagi Bidan Ahli Utama di lingkungan Instansi

Pemerintah.
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Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretarian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi
Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli Madya di
lingkungan Instansi Pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk
Angka Kredit bagi Bidan Ahli Pertama, Bidan Ahli Muda
dan Bidan Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi

Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan
ayat (3);

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan,;

c. memberikan rekomendasi kenaikan  pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Bidan dalam

pendidikan dan pelatihan.
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Tim Penilai Bidan terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi kesekretariatan atau
pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka
Kredit bagi Bidan Ahli Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah; dan

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kesekretarian atau pelayanan
kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang ditunjuk pada Instansi
Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Bidan Ahli
Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi pelayanan kebidanan atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada
Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi
Bidan Ahli Pertama, Bidan Ahli Muda dan
Bidan Kategori Keterampilan di lingkungan

Instansi Pemerintah.

Pasal 35
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri
atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi Jabatan  Fungsional Bidan, unsur
kepegawaian, dan Bidan.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus berjumlah ganjil.
Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Bidan

Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Bidan
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kategori keterampilan dan Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama atau Bidan Ahli Madya untuk penilaian Jabatan

Fungsional Bidan kategori keahlian;

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Bidan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Bidan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Bidan; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Bidan.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Bidan,

anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang
memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Bidan.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pelayanan kebidanan atau Pejabat lain yang
ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk
Tim Penilai Pusat.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kesehatan atau
kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim
Penilai Unit Kerja.

Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim

Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh

Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau

Instansi Pembina.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional Bidan diatur oleh Instansi Pembina.
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BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 37

Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila

capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit

Kumulatif yang dipersyaratkan.

Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Bidan, untuk:

a. Bidan dengan pendidikan Diploma III tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Bidan dengan pendidikan Profesi Bidan tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. Bidan dengan pendidikan Pasca Sarjana (S2)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Bidan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38
Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bidan dapat
melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional
Bidan;

b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim uji kompetensi;
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c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional Bidan;

d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau

e. perolehan gelar/ijazah lain.

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi

20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk

kenaikan pangkat.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan satu tingkat
lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang
ditetapkan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum
dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Kenaikan  jenjang Jabatan Fungsional Bidan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan  ketersediaan lowongan kebutuhan
jabatan.

Selain memenuhi syarat kinerja, Bidan yang akan
dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil
Kerja Minimal, atau persyaratan lain yang ditentukan

oleh Instansi Pembina.
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Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, atau persyaratan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bidan dapat

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
Kebidanan;

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Kebidanan;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah
di bidang Kebidanan;

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang
Kebidanan;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
Kebidanan; atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina
di bidang Kebidanan.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Bidan yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia

dan Ahli Madya, Bidan wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi, dengan Angka Kredit

pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 4 (empat) bagi Bidan Mahir yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Bidan Penyelia.

b. 6 (enam) bagi Bidan Ahli Muda yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Bidan Ahli
Madya.
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c. 12 (dua belas) bagi Bidan Ahli Madya yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Bidan Ahli

Utama.

Pasal 41
(1) Bidan yang secara bersama-sama membuat Karya

Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kebidanan, diberikan Angka

Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu,;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi
yang sama untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Bidan dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 43
Bidan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk

kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak
tercapai, Bidan tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Bidan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan
dari indikator, sebagai berikut:
a. Ruang lingkup bidang kebidanan;
b. Frekuensi kegiatan operasional;

Volume tindakan kebidanan;

o

o

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
kegiatan; dan
e. Beban tugas organisasi yang terkait dengan
kebidanan.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari

Menteri.
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BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 46
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Bidan harus
memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang
jabatan.
Kompetensi Bidan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 47
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Bidan wajib diikutsertakan pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Bidan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis
kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada Bidan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis bidang Kebidanan.
Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bidan dapat mengembangkan kompetensinya melalui

program pengembangan kompetensi lainnya.
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Program  pengembangan  kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai
Bidan (maintain performance);

b. seminar;

c. lokakarya (workshop);

d. konferensi; dan

e. studi banding.

Ketentuan mengenai pelattihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan Bidan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48
Bidan diberhentikan dari jabatannya apabila:
mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Bidan;

a
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

o

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

o

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana; atau

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Bidan.

Bidan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e

dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan

terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional

Bidan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan
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menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan

dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian

pelaksanaan tugas Dbidang kebidanan selama
diberhentikan.

(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan
dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Bidan; atau

b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan

Fungsional Bidan.

Pasal 49
Bidan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat
disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir
pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah
diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya,
setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia

kebutuhan.

Pasal 50
(1) Terhadap Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan
dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang
sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan.
Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id



2019, No. 1764

(1)

(2)

-70-

BAB XIII
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Bidan yang bertanggung jawab untuk

menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1)

mempunyai tugas meliputi:

a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional
Bidan;

b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Bidan;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Bidan;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Bidan;

e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
[Imiah yang bersifat inovatif di bidang kebidanan ;

f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Bidan;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Bidan;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

i.  menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan
Fungsional Bidan;

j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Bidan;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Bidan;

. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Bidan;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Bidan;
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n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Bidan;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Bidan;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Bidan di seluruh Instansi
Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
dan

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier Bidan.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna

Jabatan Fungsional Bidan setelah mendapat akreditasi

dari Instansi Pembina.

Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf r kecuali huruf f, huruf g, huruf h,

huruf j, dan huruf p menyampaikan hasil pelaksanaan

pembinaan Jabatan Fungsional Bidan secara berkala
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan
kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi

Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.
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BAB XIV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

Organisasi Profesi Bidan yaitu lkatan Bidan Indonesia
(IBI).
Setiap Bidan wajib menjadi anggota IBI.
IBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun
kode etik dan kode perilaku profesi.
IBI mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh IBI
setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi

Pembina.

Pasal 54
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan IBI
bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Bidan.
Ketentuan mengenai hubungan kerja Instansi Pembina
dengan IBI diatur oleh Instansi Pembina, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55
Bidan yang bertugas di daerah
terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan
Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen)
dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok
dalam PAK.
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Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan
tugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya.

Kriteria dan penetapan daerah
terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 56
Bidan dapat ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bidan yang ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
surat keputusan pengangkatan/penetapan sebagai
pimpinan Fasyankes dan diberikan tambahan Angka
Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit
Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan satu kali untuk
kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan.
Ketentuan mengenai penugasan dan Fasyankes
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Bidan
kategori keterampilan dengan pendidikan dibawah D-III
(Diploma III) Kebidanan melaksanakan tugas pada
jenjang jabatan Bidan kategori keterampilan sesuai
dengan jenjang jabatan yang saat ini sedang diduduki.

Bidan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan

yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

(3) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki ijazah D-III (Diploma III) Kebidanan paling
lambat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(4) Bidan yang belum memiliki ijazah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 58

(1) Bidan dengan Pendidikan DIV (Diploma Empat)
Kebidanan yang telah diangkat dalam jabatan fungsional
Bidan dengan  kategori keahlian tetap dapat
melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional
yang saat ini diduduki dan dapat diusulkan kenaikan
pangkat dalam jenjang jabatannya.

(2) Bidan sebagaimana ayat (1) yang tidak melanjutkan
Profesi dapat menduduki jenjang jabatan paling tinggi
ahli madya.

(3) Bidan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang akan naik ke jenjang jabatan ahli utama harus

memiliki ijazah pendidikan profesi kebidanan.

Pasal 59
Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Bidan dengan
golongan ruang II/b melaksanakan kegiatan jenjang terampil
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan pembebasan sementara bagi Bidan karena
tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat
lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional
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Bidan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku
dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Bidan.

Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sepanjang belum ditetapkan keputusan
pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan;

b. belum melebihi batas paling tinggi masa
pembebasan sementara sejak dibebaskan dari
Jabatan Fungsional Bidan; dan

c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama
masa pembebasan sementara.

Angka Kredit bagi Bidan yang diangkat kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Angka

Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir

menduduki Jabatan  Fungsional Bidan  kategori

keterampilan dan keahlian pada jenjang jabatannya.

Bidan yang telah diangkat kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan

Fungsional Bidan tercantum dalam Lampiran [ dan

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Keputusan pembebasan sementara bagi Bidan yang

disebabkan karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin
penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Bidan;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang

dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
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Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional
Bidan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya
apabila masa pembebasan sementara yang bersangkutan
telah selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 62
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan
dan Angka Kreditnya.

Pasal 63
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,
Bidan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah

mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 64
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan berdasarkan
Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman
penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan yang

telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 65
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja organisasi, Bidan dilarang rangkap Jabatan dengan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan

Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan
dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 67
(1) Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan diatur
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(2) Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Bidan diatur oleh

Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 68
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan
dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2019
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN KATEGOR] KETERAMPILAN

¢ n . ' y SIS 1 AT [ . HASIL KERJA JOUTPUT ANGEKA PELAKSANA TUGAS
UUNS SUB UNS| URAIAN KEGI N / TUGAS Kzl
NSUR B UNSUR RAIAN KEGIATA TUGA KREDIT JABATAN
| 2 3 Kl 5 6
Pelayanan Kebidanan| A Pelavanan Kesehatan 1 Melakukan pengkajlan pada ibu hamil lisialogis laparan hasll kajlan asuh 0.00] Termmpil
Ibu kebidanan pada ibu hamil fisiologis 0.003 Mahir
2 [Melakukan pengkajian ibu hamil patalogis laparan hasil kajian asuhan 0,005 Penyelia
kebidanan ibu hamil patologis
3 [Melakukan pemerksaan labaratarium sederbana pada lembar hasi labaratarium 0.001 Terampil
pelavanan kebidanun secderbany pada pelavanan
kebidanan
4 [IMelskukan Pemeriksaan lboratorium pada ibu Jembar Hosil Labaratarium pada 0.002 M ahir
sebelum hamil, ibu bamil, ibu bemsalin dan bu nifas pada by sebelum bamil, bu hamil,
ibu bersalin dan ibu nilas
5 Merencanakan asuban kebidanan kasus fisnlogis laparan hasil asiban kebidanan 0,001 Temmpil
sesuai kesimpulan kasus fisiologis sesuai kesimpulan 0.001 Mahir
6 Memfasiftasi informed choiwce dan/atau nform consent kirmulir perse tiyjuan tindakan 0.001 Temmpil
asuhan kebklanan
T Memfasilitasi informed chowe dan/atau informed Brmulir persetyjuan tindakan 0.002 Penyelia
consent pada kasus dengan asuhan ke bxdanan
penyulit/ patologis/ penvakit penyerna
8 Melakukan tindakan pencegaban infeksi bgbook pelaksanaan tindakan 0.001 Termmpil
pencegaban infeks
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i & . i HASIL KERJA fOUTPUT ANGKA PELAKSANA TUGAS
INSU J G 1 { DRI T
UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN / TUGAS KREDIT JABATAN
| 2 3 4 5 6
9 |Melakukan Pencegaban Penularan Penyakit dan Ibu catamtan kebidanan/laporan 0.002 Mahar
ke Anak {(FPIA) polaksanaan penoegahan
penularan penyvakit dart Ibu ke
Anak {PPIA)
10 |Melakukan deteksi dini terhadap penyulit, kamplikasi, | catatan kebidanan/laparan deteksi 0.002 Mahir
peryvakit padas ibu bl dengan kalaborasi dini ter badap terbadap penyulit,
komplikasi, atau penyakit pada ibu
bamil
11 Melakukan imunisasi Tetanus Toxmd [TT/DT) lnporan imunisasi Tetanes Taxod 0.002 Mahir
12 IMemberkan nutrisi dan kigbook pemmbedun nut sl dan 0.001 Temmpil
re hdrasi/oksigenasi/ personal hygiene rehdrasijoksigenisasi / personal
by be e
13 [Memberikan vitamin / sup lemen pada kben/asuban bghook pembernan 0,001 Temmpil
kebidanan kasus fisiologis vitamin /suplemen pada klien
ssubian kebManan / kasus
fimialagis
14 IMelaksanakan keglatan asuhan pada kelas Iba hamil laporan pelaksanaan kegiatan 0,002 Temmpil
{elas Ibu Hamil
asuhan Kelas Ibu Hami 0.005 T
15 IMelakukan penatalaksaan pada fbu bamil dengan doktimen penatalsksaan pada ibu 0.002 Ma hir
malmitnsi dengan kolabaras! hamil dengan malmatrisi de ngan
kolaboms
16 [Mengidentifikasi kematian janin intra uternn dokumen kematian janin intm 0.005 Penyelia
uterm
17 Melakukan penanganan kasus kegawatdarumtan laparan penanganan kasus 0,005 Mahir
mate mal dengan Kolaborasi kegawatdarurstan maternal dengan
kolaborasi 001 Penyelia
18 IMembenkan Komunikasl Informasi dan Edukasi [K1E) bghbaook pemberian KIE tentang 0.001 Temmpil
tentang kesehatan ibu pada individu/ ke hiarga sesuai kesehata ibu pada 0.003 Mo hir
dengan kebutuhan ndwidu/ ke hiarga
19 [Melakukan KIE tentang keschatan ibu pada laparan pelaksanaan KIE tentang 0.011 Penyvelia

kelompak / masyarakat sesual dengan ke but uban

kesehatan anak pada
kelompok/masyarakat sesual
kebutuban
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HASIL KERJA fOUTPUT

PELAKSANA TUGAS

UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN / TUGAS
o 3 : JABATAN
| 2 :) - 6
20 Melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis laporan pengkajian peda ibu 0.002 Mahar
bersalin fisiologs
21 Melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologs laporan basil kajian asuban 0.007 Penyelia
kebidanan pada ibu borsalin
patologis
27 Melnkukan asuban Kala 1 persalinan fisiologis dakumen asuban kala | persalisan 0.006 Te ram pil
fistalagis 0,015 Ma hir
23 Melakukan asuhan Kala [l persalinan fislalogis dokumen asuhan kala Il persalinan 0.002 Temmpil
0.005 Mahir
24 [Melakukan asuban Kala 111 Pemalinan fisiologis dakumen asuban Kala I11 0.002 Temmpil
persalinan fiskbogs 0.005 Mahir
25 IMelakukan asuban Kala 1V Persalinan fis dokumen asuban Kala 1V 0.006 Ters |
persalinan fisk 0.015 Mabir
26 |Melakukan asuhan Kala | persalinan dengan dokumen Asuban Kala | persalinan Q.04 Penyelia
penvulit/ patologs /penyvakil penverta secara dongan peryvulit/
kalaboras|
27 Melakukan asuhan Kala 11 Persalinan dengan 0.011 Penyelia
penyulit/ patologis /penyakit penyerta secam persalinan dengan penyulit/
kolaborasi patologis/ permyakit penyerta
28 dokumen Asuban Kala 111 001 Penyela
persalinan dengan penyulit/
patologis/ penyakit penyerta
29 [Melakukan asuban Kala IV Fersalman dengan dokumen Asuhan Kala IV 004 Penyelia
penyulit/ patologs /penyakil penyerta secam persalman dengan penyulit/
kalaborasi pat alogis / pe kit penyerta
30 [Melakukan pengkajin pada il laporan basil kajian pada ibu nifas 0.001
0.000 Mahir
31 IMelnkukan asuban kebldanan mass nifes 6 jam luporan asibnn kebidanan masa 0.001 Temmpil
sampal dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1) s 6 jam sampal dengan harn
0,00) Mahir
ketign pasca persalinan (KF1)
32 IMelakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4.28 | laporan asuhban kebidanan pada 0.001 Terampil
pasca persalinan (KF 2) masa nifas harf ke 4 - 28 pasca 0,003 Mahir

persalinan (KF2)
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HASIL KERJA fOUTPUT

PELAKSANA TUGAS

UNSU SUB UNSU N N KEGIA { TUGAS Toptd
i 9 "t NN RV TAN » KREDIT JABATAN
| 2 J K 5 6
33 Melakukan asuban kebidanan masa nifas kan ke 29 lapomn asuban kebidanan masa 0.001 Termmpil
42 pasca persalinan {(KF 3) nifas bari ke 29 -42 pasca 0.003 Mahir
persalinan (KF3)
34 |Melakukan asuban masa nifas dengan laparan asuban masa nifas dengan 001 Penyelia
peny [ patalogis/ penvakil pemyena secara penyulit/ patologis/ pen vakit
kalaborasi penyeria secam kolaborasi
35 [Melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada Kasus lapomn tindakan bantuan hidup 001 Penyelis
kegawat darumtan nifas dasar pada kasus
kegawatdaruratan nifas
16 |Melakukan asuban kebldanan pada gangguan laporan asuban kebidanan pada 0.001 Temmpil
peikologis ringan dengan pendampingan gangguan psikalogl ringan
37 [Melakukan asubhan kebidanan pada kasus kebidanan lapomn asuhan kebidanan pada 0,005 Penyelia
dengon gangguan psikintri sedang secara kolanbomsi kasus kebidanan dengan gangguan
peikiatn sedarg secam kolabarasi
38 laparan tindakan penanganan awal 001 Penvelia
\ dan stabilisus| pra ukan
komplikasi/ pemymkit secara kolaborasi lerhadap kasus dengan
penyvul it/ kom plikas |/ penvakit
secam kolaborasi
39 [IMelakukan persiapan tindakan kasus ankologl abstetri | laporan persiapan tindakan kasuas 001 Penyelia
ginekolg dengan penyulit secara kolbaras ankalgl obstetri ginekologl dengan
penyvulit secara kolabormasi
40 [Melakukan asuban kebidanan pest operafion obstet ocatatan kebklanan / laparan 0,006 Penyelia
ginekobg dengan secam kalabarasi asuhan kebldanan post operation
obstetn ginekalgl secam
kolabomasl
41 Melakukan konseling ASl pada ibu dengan penyulit laparan kenseling AS] pada ibu 0.004 Penyelia

dengan penyulll
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42 |Melakukan pembenan pelayanan lain berdasarkan laporan pemberian pelayanan lain 001 Penyelia
penugasan s pertl obwervasi transfusi darab, observasi berdasarkan penugasan seperti
intmke dan output catmn /belance calmn), memuasang |observasi tansfus! darah, observas
oksigenasi, memasang infus, pembernan obat melahai intake dan output cairan / balonce
aral injeksi, pemasangan Nasogastnk Tube (NGT), cairan, memasang oksigenas|,
pemberian nutrist melalul sonde lambung memasang infus, pemberian obat
medadud aral injeksi, pemasangan
Nasogastrik Tube (NGT), pemberian
nutrisi melalul sonde lambung
Pelayanan Kese hatan I Melakukan fasiiitas) Intsias| Menyusu Dind IMD) pada dokumen fasilnasi Inisiasi 0,002 Temmpil
Anak persalinan mommal Meryusy Dind {IMDpada
persalinan narmal
2 Melakukan asuban bayi baru lahir normal dokumen asuban bayi baru lahir 0.001 Temmpil
mormal 0.003 M a hir
3 Melakukan resusitasi bayi bam lahir dengan penyvulit laparan resusftasi bavi baru lahir 0.005 Penyvelia
secara kolaborasi dengan penyullt secara kolabomsi
4 Mehkukan penanganan awal kegawatdaruratan pada dokumen penanganan awal 0.001 Termmpil
By i Berat Lahir Rendah (BELR) kegawat darumtan pada Bayi Bera
Lahir Rendab (BBLR)
5 |Melnkukan penanganan awal kegawatdaruratan laparan penanganan awal 0.003 Mahir
s fiksia melalul pembe rsihan julan nalas dan kegnwatdarumtan asfiksia melalul
pemberian ventilnsi tekanan positif pembersihan jalan nafas dan
pemberian ventilasi tekanan positif
6 [IMelnkukan penanganan oval kegawatdarostan lapatan penanganan awal 001 Pervelin
asfiksia melalul kompres| jantung secam kolabarasi kegawat darumtan asfiksia melalu
kompresi jantung secara kolabomsi
7 Melalukan pensanganan swal kegawatdaruratan bayi laparan pesanganan awal 0.005 Pervelia

baru lahir de ngan Infeksi ganare §GO) melahii
pembersihan dan pemberian salep mata

kegawatdaruratan bayi bar lahir

dengan infeksi gonare (GO) melalui

pembersihan dan pemberian salep
mata
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8 Melakukan penanganan awal kegawatdaruratan laparan penanganan awal 0.003 Malur
infoksi tali pusat sena menjoga luka tali pusat tetap | kegawatdaruratan infeksi tali pusat
bersih dan kering serta menjagn luka tall pusat
9 [Melukukan asuban pelayanan neanatal pada 6 jam dokumen asuban pelayanan 0,003 Mahir
48 jam pasca Kelahiran (KN 1) neonatal pada 6 jam - 45 jam pasca r
006 <Y
kelahimn (KN 1) e b
10 Melnkukan asuban pelayanan neanatal pada han ke 3 dokumen asuban pelayanan 0,003 Mahir
barl ke 7 pasca kelahiran (KN 2) neasatal pads bard ke 3 - hari ke 7 -
pasca kelahiran {KN 2) 0.005 Penyelia
11 [Melakukan asuban pelavanan neanstal pada bar ke 8 dokumen asuban vanan 0.003 M a hir
ban ke 28 pasca kelahiran (KN J3) neonatal pada har ke 4 - har ke 28 =
pasca kelahimn (KN 3) 0,003 Penyelia
12 IMelakukan anamne sa dan pemenksaan pada kben laporan anamnesa dan 0.002 Malur
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pemeriksann pada klien
Manajemen Terpaudu Balita Sakit
IMTBS)
13 [Mehkukan anamnpesy dan pemenksaan pada klen lbpamn asamness dan 0.002 Mahir
Manajemen Terpadu Bayl Muda (MTEM) pemeriksaan pada klien
Manajemen Terpadu Bayi Muda
MTBM)
14 |Melakukan deteksl dind dan pemantauan tumbuh laparan tumbub kembang bayi, 0.002 Mahir
kembang bayl, anak balita, dan anak prasckolah mak balita, dan anak prasekolah
anak
15 IMelakoukan stimulasi deteksi din dan inte rvensi dind dokumen kuesioner Pra Skrining 0.006 Penvelia
penyvimpangan tumbuh kembang balita dengan Perkembangan {KPSP)
menggunakan Kuesioner Pm Skrining Perke mbangan
IKPSP)
16 [Memberikan Komunikas! Informusi dan Edukasi (KIE) laparan pemberian Ko 0.001 Termmpil
tentang keselatan anak pada indwidu/ ke luarga sesuai Informasi dan Edukasi (KIE)
kebutuhan tentang kese hatan anak pada 0.003 Ma hir
individu/ ke luarga
17 |Membetikan Komunikas Informasi dan Edukasi (KIE) laporan pelaksanann Komunikasi 001 Penvelia

tentang kesehatan anak pada kelompok/masyamkat
sesuai kebutuban

Infirmasl dan Edukasi (KIE)
tentang kesehatan anak pada
kelompok / masvarakat sesual

kebutuhan
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18 IMelakukan evaluasi cakupan imunisasi laparan evaluasi cakupan 001 Penyelia
Imunisasi
19 [Melakukan evaluasi pemantasan tumbub kembang laparan evaluasi pemantavan 0.014 Penyelia
bay), anak balita, dan anak prasekolah mekalul tumbub kembang bayi, anak balita,
atan penimbangan berat badan, pengukuran dan anak prasekolah melalui
Iingkar ke pala, pengukuran tinggl badan, stimulast keglatan penimbangan berat
deteksi dini, dan inlervens dini penyimpangan badan, pengukuran lingkar kepala,
tumbub kembang balita dengan menggunakan pengukuran tngei badan, stimulas)
Kuesioner P Skrining Perkembangan (KPSF) deteksi dini, dan intervensi dini
penyimpangan tumbuh kembang
balita depgan menggunakan
Kvesioner Pm Skrining
Per kembangan [KPSP)
Pelayanan Kese hatan I Memberikan imuniasi Dif'ten Tetanus [DT) pada Calon laparan imumniasi Diften Tetenus 0.003 M a hir
Reproduksi Perempuan perganten faten) (DT) pada Calan pengatiten keulen)
dan Keluarga Berencana
2 |Melakukan pelavanan Keluwrgs Berencana [KB) aral dokumen pelayanan Keluarga 0.001 Termmpil
dan kondom Berencana (KB) aral dan kondom
3 | Melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Laparan pelayanan Keluargs 0.002 Mahir
sun tik Berencana {KB) suntik
4 [Melkukan pemasangan dan pelepasan Alat laparan pemasangan dan 0,007 Penyelia
Kontrase pai Bawah Kulit |AKBK) secara interval pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah
Kulit (AKBK) secara interval
5 [Melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam dokumen pemasangan Alat 0.005 Penvelis
Rahim (AKDR) post placenta Kontrasepsl Dalam Rahim AKDR)
post placenia
6 [Melakukan pemasangan/pelepasan alnl kontrasepsi laparan pemasangan / pelepasan 0.005 Penyelia
dalam rahim AKDR) alat kontrase psi dalam rahim
AKDR)
T Melikukan deteksi dini benjolan pada payudam laporan deteksi dini benjolan pada 0.002 Mahir

ISADANIS)

payidara |(SADANIS)
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| 2 J K 5 6
8 IMelakukan skrining kanker serviks laparan skrining kanker serviks 0.006 Penyelia
9 Memberikan Kamunikasi Informasi dan Edukasi [KIE) lapamn pemberian KIE tentang 0.001 Temmpil
ten tang keschatan reproduksl perempuan dan kesehatan reprodukel perettipuan
Kehiarga Berencana (KB) suntik pada dan KB pada indvidu /keluamga 0.002 Ml
ineividu /kelvargn sesuai kebutuban
10 |Memberikan KIE tentang kesshatan reproduksi dan lapomn pelhksanaan KIE tentang Q.01 Penyelia
KB pada ke lompok/masvarakat sesuai kebutuhan keschatan reproduksi dan KB pada
kelompok / masyarakat sesual
kebutuhban
11 |Menial Tumbuh Kembang remaja dengan Log Tumbuh Kembang Remaja 0.004 Penyelia
menggunakan g tumbub kembang remais
12 [Melakukan evahias | cakupan pelavanan Kesehatan Ibu Laparan Evahuasi bulanan 0014 Penyela
Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) pelayanan Kesehatan Ibu Anak
|KIA) dan Keluarga Berencana (KB)
13 [Melakukan pramosi dan edukasl tentang perilaku pala | laparan pelaksanaan promosi dan 0.002 Temmpil
hidup sehat untuk remaja termasuk personal hpgene edukasi tentang penlaku pola
dan nutnisi hidup sehat untuk remaja
termasuk personal hygene dan
nutrisi
D. |Pelayanan Kebklanan I Melakukan pendataan sasaran pada individu dakumen pendataan sasaran pada 0.008 Temmpil

Kamunit e

(WUS /PUS/Keluarga Berencana /Ibu hamil { ibu
nifas/fbu menyusul/ bayl dan balita) di wilayah kerja
Puskesmas melahai kunjungan ramah

nifas /ibu menyvusuil/ bayi dan
balite) df wilayah kerjs Puske siniss
melalu kunjungan rumah
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2 Melakukan tabulasi sasaran pada individu dokumen tabulasi sasamn pada 0.004 Terampil
(WUS /PUS/Keluanga Berencana/1bu hamil/ {bu Inebividu (WUS/PUS/ Keluarga
nifas/fbu menyusul/ bayl dan ba Berencana/lbu hamil
nifas [ ibu menyusui/ bayi dan
bal ita)
1 Melnkukan pemetaan sasaran pada mdnidu laparan pemetann sasaran pada 0,014 Mahir
WUS/F (Keluarga Berencans /1bu hamil/ ibu individu (WUS/PUS/Keluargs
nifas/ibu meryusui/ bayi dan balita) Berencana/Ibu hamil/ ibu
nifas fibu menvusui/ bayi dan
bal ita)
4 IMengkuti pelaksanaan kegiatan Survey Mawas Din dokumen pelaksanaan keglatan 0011 Temmpil
BMD) atau Musyawarah Masyarakal Desa (MMD) Survey Mawas Din {SMD) atau
Musyawarmh Masyvarakat Desa
MMD)
5 IMenumuskan rencans intervensi  hasil analisis data dokumen rumuisan rencann 0.029 Penvelis
dan smsaran pada individu (WUS/PUS /Keluamga intervensi  hasil analisis data dan
A bamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bavi sasammn pada indvida
(WUS/PUS/Keluamga
Berencana (1bu hamil/ ibu
nifas / Ibu menyusul/ bayl dan
balita)
6 |Mehksanakan rencana intervensi basil analisis data dakumen pelaksanaan intervensi 0.039 Pervelia
dan sasaran pada individu (WUS/PUS [ Keluarga hasil analisis data dan sasamn
Berencana/Ibu bamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi | pada individu (WUS/PUS/Keluarga
dan balita) Berencans /1bu hamil/ ibu
nifas / Ibu menyusul/ bayi dan
balita)
7 [Melaksanakan pelayvanan kebidanan di laparan pelavanan kebidanan di 0.007 Temmpil

Pasyandu /Pastindu fkampung KB atau tempat lain
sesual penugasan

Pos yandu / Pas bindu / kampung KB
atau tempat lain sesual penugasan
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8 IMelakukan asuhan kebidanan secara kolaboratif pada | lapomn asuban kebidanan secara 0.004 Malur
kasus Keke msan pada wanita dan anak-anak kolabomtif pada kasus kekerasan
pada wantta dan anak-anak
9 Melakukan pemberran pelayanan berdasarkan laporan pemberian pelavanan 0.014 Penyvelia
penugasan sepert] deteksi dinl, dan ponyvuluban berdasarkan penugasan seperti
terhadap Infekal Menular Seksual (IMS), pencegaban deteksl dinl, dan penyuluhan
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat terbadap Infeksi Menular Seksual
Achiktlf laintva (NAPZA) [IMS), percegaban penvalabgunasan
Narkotika, Paikotropika dan Zat
Adiktil lainnya (NAPZA)
10 |Mengikouat | keglatan bkakarva mind bulanan dan lapamn keglatan lokakarva min| 0012 Mahir
tnbulasan bulanan dan tribulanan
11 Melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di Laparan Evaluasi Pasyvandu, 001 Penvelia
Pasyardu, Pasbindu dan UKBM linnya Pasbindu dan UKBM lainnys
Meongelola Pelayanan 1 [Melsksasakan tugas jaga shilt malam laparan dan jadwal tugas jaga shin 0.025 Mahir
Kebidanan Kitempat/Rumah Sakit/on call /s« pi kben) malam {ditempat/Rumah Sakit/on
call /sepl klien)
2 Melikukan asuhan kebidanan dikamar bedah laparan pelaksanaan asuban 0017 Penyelia
kebidanan [jadwal tugas di ke
bedah
1 [Mengkoordinasikan pelaksanaan pelavanan kebklanan lapamn kaardinas| pelaksanaan 0016 Penyelia
di Pasyandu /Poshindu /UKS dengan pemangku pelayanan kebidanan di
kepentingan terkait Posvardu / Posbindu/UKS dengan
pemangku kepentingan terkant
4 Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan laparan pembinaan dan 0.00% Penyelia

kebilanan pada jenjang di bawahnya

pengawasan pelayanan kebidanan
kepada bidan dengan jenjang
terampil dan mahir
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5 |Melakukan pendokumentasian pelayanan kebidanan Rekam medik 0.004 Penyelia
6 Menvele rggarakan mpat koord inasd teknis bidan Dokuthen Rapat koordinaud Teknis 0.016 Peryelin
Bidan
Melaksanakan Program I [Melakukan pemberian imunisasi rutin sesual program Loghook 0.009 Terampil
Pemorintah pemerintah pada anak sekolah
2 IMelakukan pemberian imunisasi dasar lengkap rutin Loghook M a hir
sesual program pemernintah
3 [Melaksanakan skrining Hipotiraod kangen ital pada bayi Laparan Skrining SHK 0,002 Mahir
baru lahir
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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS] REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN KATEQORI KEAHLIAN

HASIL KERJA/OUTPUT ANGKA PELAKSANA
UNS SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN / TUGAS ’
INSUR B I RAIAN KEGIATAN / / KREDIT | TUGAS JABATAN
i 2 3 4 5 6
Pelayanan A |Pelayanan 1 [Melakukan penglajian pada (bu hamil fisialogls laporan kajlan asuban kebidanan buj 0002 Ahli Pertama
Kebidanan Keschatan [bu hamil fisiologis
2 [Melakukan pengkajian pada ibu hamil patologis dan /atau laporan pengkajlan {bu hamil 0,005 Ahli Muda
penyakit pernyerta patologis dan/atau penyakit peryerta
3 [Menyusun perencanaan asihan kebidanan pada ibu hamil laporan perencanaan asuhan 0,002 Ahli Pertama
fisiologis kebidanan pada ibu hamil fisiologis
4 IMenyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil laporan perencanaan asuhan 0.003 Ahli Muda
patologis dan /atau periyakit penyerta kebidanan pada ibu hamil patologis
dan /atau penyakit penyerta
5 Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiclogis laporan asuhan kebidanan pada ibuj 0.003 Ahli Pertama
hamil fisiclogs
6 |Memberikan nuthisi dan rehidms| parenteral pada kasus laporan pemberian nutrisi dan 0.013 Ahll Madya
kebidanan rehidrasi parenteral pada kasus
ke bidanan
7 IMelaksanakan kolaborasi asuhan kebidanan pada ibu hamil laporan ssuhban kebidanan pada ibu 0.006 Ahli Muda
patologly hamil putologis
§ [Melakukan penglajian pada ibu bersalin fisiologis laparan penglajian pada ibu 0,003 Ahli Pertama
bersalin fisiclogis 0.005 Ahli Muda
9 IMelakukan penglajian pada (bu bersalin patelogls dan /atau laporan pengkajian ibu hamil 0,005 Ahli Muda
penyakit penyerta patologis dan /atau penyakit penyerta = 5 aaw Ahll Madva
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UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN / TUGAS KREDIT | TUGAS JABATAN
| 2 3 4 5 0
10 [Memberikan asuhan Kala [ persalinan Fisiologis dokcumen asuhan Kala | persalinan 0015 Ahli Pertama
Fisiologis 0.030 Ahli Muda
L1 [Melakukan asuhan Kala [l persalinan fisiologis dokumen asuhan kala Il persalinan 0.005 Ahli Pertama
fisiologs 0011 Ahll Muda
12 IMelakukan asihan Kala [l persalinan fisiologis dokumen asuhan Kala lll persalinan| 0,005 Ahli Pertama
fisivlog)s 0.010 Ahll Muda
13 [Melalukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis dokumen asithan Kala IV persalinan 0,015 Ahli Pertama
fisiologls 0.030 Ahli Muda
14 |Memberikan asuhan Kala | persalinan patoogs dan/atau dokumen asuhan Kala | persalinan 0.040 Ahli Muda
penyakit penyerta dengan kolaborss| patologis dan/atau penyakit penyerta = o660 ALl Madya
dengan kolaborasi .
15 Melalaukan asuhan Kala Il persalinan patologls dan/atau dokumen asuhan Kala 11 persalinan 0,010 Ahll Muda
penyaklt penyerta dengan kolaborasi patologis dan/atau 1.5.:.5.._.”: penyerta 0016 ALD Modva
dengan kolaboras|
16 [Melalkukan asuban Kala [Tl persalinan patologis dan /atau dokumen asuhan Kala [Tl persalinan 0,010 Ahli Muda
penyakit peryerta dengan kolabomsi patologis dan /atau penyakit penyerta 5015 AT Madva
dengan kolaborasi -
17 [Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis dan /atau dokumen IV persalinan patologis 0.040 Ahli Muda
penyakit penyerta dengan kolaborasi dan /atau penyakit penyerta dengan 0.060 Ahll Madva
kalaborasi ~
18 Melalukan penglajlan pada (bu nifas fislologs dokumen penglajian pada ibu nifas 0.003 Ahli Pertama
fisklogs 0.005 Ahll Muda
19 IMelalukan penglajian pads ibu nifas patologis dan/arau laporan penglcajian pada ibu nifas 0.005 Ahli Muda
penyskil pernyerts patologis dan/atsu peryakit penverta = ooy Ahll Madya
20 IMelakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiclogis laporan asuhan kebidanan pada ibu 0,003 Ahli Pertama
nikas fisiokogis 0.007 Ahll Muda
21 Melakukan kolaborasi asuhan kebidanan pada bu nifas laporan asuhan kebidanan pada ibu 0011 Ahli Madya

patologls

nifas patologls
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1 2 3 4 5 6
22|Melakukan tindakan stabilisasi pada kasus laporan tindakan stabilisasi pada 0.007 Ahli Muda
kegawatdaruratan kebidanan kasus legawatdaniratan kebidanan
23 Melakukan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra laporan tindakan penanganan awal 0.007 Ahli Muda
rujukan pada kasus kebidanan patologis dan /atau penyakit dan stabilisasi pra rujukan pads
penyerta kasus kebidanan
24IMelalaikan persiapan pre operasi obstetri gnekalog laporan persliapan pre operasi 0,004 Ahli Pertama
obatetri ginekologi
25|Melakukan asuhan kebidanan post operasi obstetri ginekolog dolumen asuhan kebidanan post 0.006 Ahli Muda
operasi obstetri gine kologl
20|Memberikan Komunilasi Informasi dan Edulas) [KIE) tentang | laporan Komunikasi Informasl dan 0,002 Ahll Pertama
keschatan ibu dan anak pada (ndividu atau keluanga sesual Edukasi (KIE) tentang kese hatan ibu
dengan kebutuhan dan anak pada (ndividu atan
kelunrgs sesunl dengan kebutuhan
27|Melakulean Kormmnikast [Informast dan Edukasl (KIE) asuhan laporan pelaksanaan Kormunikasi 0011 Ahll Muda
kebidanan pada kelompok atau masyarakat sesual dengan Informasi dan Edukasl [KIE) asuhan
kebutuhan kebidanan pada kelompok atau
masvarakat sesuai dengan
ke butuhan
28 Melakukan kolaborssi dengan profesi terkait pada asuhan laporan kolaborsi dengan profesi 0.023 Ahli Madva
kebidanan dengan kasus patalogls duan/atau penyakit terkosit pads asuhan kebidanan
penyerta dengan kasus patologis dan/atau
penyakil penyerta
29IMelalatkan penatalaksansan asuban kebidanan pada  lcasus- | laporan pelayanan kolaborasi kasus- 0.040 Ahli Utama
kasus subspesialistik dibldang endoknnolog reprodukosi b s subspesinlistik di bidang
kebidanan dengan kolaborasi endokrinologi reproduksi
30 Melakukun permtalaksansan asuhan kebidanan padas kasus- laporan pelayanan kolaborssi pads 0.040 Ahll Utarns

kasus sub-spesialistik dibidang pelayanan Kebidanan
|obstetri dan ginekolog) dengun kolaborasi

kasus-kasus sub-spesialistik
dibidang pelayanan ke bidanan
fobstetri dan ginekolog)
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31 Melakukan penatalalsansan asuhan kebidanan pada lasus- laporan pelayanan kolaborasi 0.040 Ahli Utarma
kasus sub-spesialistik dibldang anak |perinatologi, pediatrik  Jasuhan ke bidanan pads kasus-kasus
dan neonatologl) dengan kolaborasi sub-spesialistik dibidang anak
[perinatclog, pediatik dan
neonatologl)
32]Melakukan penatalaksansan asuhan kebidanan pada kasus| laporan pelayanan kolaborasi pada 0.040 Ahll Utama
kasus sub-spesialistik dibidang bedah kebidanan dengan kasus-kasus sub-spesialistik
kolaborasi dibidang bedah kebidanan
A3IMelakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus- | laporan pelayanan kolaborasi pada 0.040 Ahll Utama
kasus sub-spesialistik lain dibidang kebidanan dengan kasus-kasus sub-spesialistik lain
kolaboras| dibldang ke hldanan
4| Mengevaluasi pelaksanaan pencegshan infeksi nosokomial laporan evaluasi pelaksanaan 0.030 Ahli Madya
dan pengendalian Hngkungan dan patient safefy pads kasus pencegahan infeksl nosokomial dan
kebidanan patologis dan /atau kasus kebidanan dengan pengendalian lingloungan dan patient
penyakit penyerta safety pada lasus patolagis
dan /atau kasus kebidanan dengan
penyakit penyerta
B Pelayanan I Melakukan fsilitasi inisias] Meryusu Dini [IMDY catatan kebidanan/laporan fasilitasi] 0,005 Ahli Pertama
Kesehatan Anak Inisiasi Menyusu Dinid (IMDY
2 |Melakukan asuhan neonatal esensial laporan asuhan neonatal esensial 0,005 Ahli Pertama
3 |Melakukan asuban pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam laporan asuban pelayanan neonatal 0,005 Ahli Pertama
paska kelahiran (KN1) pada 6 jam - 48 jam paska kelahiran
KN 1)
4 |Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari laporan asuhan pelayanan neonatal 0.005 Ahli Pertama
ke 7 paska keluhiran |[KN2j pads had ke 3 - harl ke 7 paska
leelahiran [KN2)
5 |Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 « har laporan asuhan pelayanan neonatal 0,005 Ahli Pertama
ke 28 paska lelahiran (KN3) padia hari ke 8 ~ har ke 28 paska
kelahiran [KN3)
6 |Memfasilitasi Konseling ASI eksklusil pada individu dan laporan konseling ASI ekaklusif pada]l  0.005 Ahli Muda

keluargs dengan kondisi khusus

individu dan keluarga dengan kondisi
Iehnis us
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C. |Pelayanan 1 |Memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi Laporan konseling kesehatan 0.005 Ahli Pertama
Kesehatan reproduksi
Reprochuks| 2 Memfasilitasi konseling pra nikah laporan konseling pra nikah 0,004 Ahli Pertama
Perempuan dan
Keluarga 3 Memfasilitasi konseling leluarga berencana [KB| laporan konseling keluarg 0.004 Ahli Pertama
Berencana berencana [KB)
4 [Melakukan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrase psi lapomn pemasangan dan pelepasan Q.008 Ahll Muda
Dalam Rahim (AKDR) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
|AKDR)
5 [Melakukan permassngan Alat Kontmsepsi Dalam Rahim lapomn pemssangan Alst Kontrasepsil  0.005 Ahll Muda
|AKDR) post plasenta Dalam Rahim [AKDR] post plasenta
6 |Melakukan pemasangan dan pelepasan alat kontraseps| laporan pemasangan dan pelepasan Q.007 Ahll Muda
bawah kulit |AKBK) alat kontraseps| bawah kulit AKBK)
7 |Melakukan asuhan pre dan pasca kontrasepsi mantap laporan asuhan pre dan pasca 0.010 Ahli Muda
kontrasepsi mantap
8 [Melakukan konsultasi kolaborasi dan/atau rujuksn catatan kebidanan /laporan atau 0.006 Ahli Muda
komplikasi pengginaan alat kontrasepsi nijukan komplilkasi pengunasn alat
kont msepsd
9 |Melakukan kolabomsi dalam pelayanan kontrase psi Metode lapomn pelayanan kontrase psi 0,030 Ahli Madya
Operasi Wanita [MOW) Metode Opemsi Wanita (MOW)
10 [Melalutkan penanginan komplikasi Alat Kontrasepsi Dalam laporan penangenan kamplikasi Alat 0015 Ahli Madya
Rahim AKDR) dengan kolaborasi Kontrase pst Dalam Rahim [AKDR)
dengan kolaborasi
11 [Melakukan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Bawah laporan penangnan komplikasi Alat 0.014 Ahli Madya
Kulit IAKBK) dengan kolabomsi Kantrasepsi Bawah Kulit (AKBK)
dengan kolaborasi
12 [Melalukan penanganan kKomplikas! kontrase psi Metode laporan penanganan komplilasi 0.010 Ahll Madya
Operasi Wanita (MOW) dengan kolaborsi kantrasepsi Metode Operasi Wanita
IMOW) dengan kolaborasi
13 Melakukan Focus Group DXscussion (FGD) tenmang kesehatan laporan Focus Group Discussion 0,020 Ahli Muda

reproduksl,dan KB pada Ibu dan Jeelompok khusus

[FGD) tentang kesehatan
reprodules i dan KB pada [bu dan
kelompok khusus
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D JPelayanan 1 [Melakulan identifikasi masalah, analisis, dan intervensi dokurmen identifikasi masalah, 0.089 Ahli Madya
Kebidanan permasalahan kebidanan kormumitas analisis, dan intervensi
Komuinitas permasalahan kebidanan korminitas
2 |Melakukan pemetann sasaran dan analisis data pada dokumen pemetaan sasaran dan 0.040 Ahli Pertama
keluargs dan masyaralat analisis data pada keluarga dan
masvarakat
3 [Menyusun perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisl rancangan perencanaan pelayanan 1,100 Ahli Utama
bencana kebidanan pada kondisi bencana
4 [Melakukan pembinasn keluargn balita/remaja /lansia laporan pembinaan keluarga 0,005 Ahli Pertama
balita/remaja/lansis
5 |Berperan dalam pembentulan kampung Keluarga Berencana dokumen pembentulcan lkampung 0.040 Ahli Muda
|KBj Keluargs Berencans |KH)
O Membentuk kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis dokumen pembentukan kelompok 0.040 Ahli Muda
Masyarakat [PATEM) / Pusat Informasi Konseling Remaja [PIK- | Pedindungan Anak Terpadu Berbasis
R) Masyarakst |[PATBM) /Pusat
Informasl Konseling Rermaja (PIK-R)
7 IMenggerakkan dan memberdayakan Upaya Kesehatan laporan kegiatan pemberdayaan 0.064 Ahli Madya
Berbasis Masyarakat (UKBM) di bidang tumbuh kembang, Upsyas Kesehatan Berbasis
imunisasi dan pelayanan keschatan reproduksi pada individu, Masyamkal (UKBM) di bidang
keluargs dan masyaralat di wilayah ketja tumbih kembang, imunisasi dan
pelayanan kesehatan reproduksi
pada individu, keluarga dan
masyarakat di wilayah kerja
§ |Berpanisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan laporan pelaksanaan musyawarah 0.022 Ahli Pertama
pembangunan desa perencanaan pembangunan desa
9 |Berpanisipasi aktilf dalam mengikuti musyawamh lapomn musyawarah perencanaan 0.075 Ahll Madya
perencanaan pembanginan kabupaten/ kota pembanginan kabupaten /kota
E. |Mengelols 1 [Melalsanakan tuges jaga shift malam laporan dan jadwal tuges jaga shift 0,029 Ahli Pertama
Pelayanan malam
Kebidanan 2 |Melakulan asuhan kebidanan di kamar bedah laporan pelaksanaan asuhan 0.009 Ahli Pertama
kebidanan di kamar bedah
3 |Menjaci suksl ahli kasus asihan ke bidanan laporan sebagni saksi ahll kasus 0409 Ahll Utarma

asuhan kebidanan
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4 |Memberikan pertimbangan ilmiah kepada pejabat pimpinan telash pertimbangan ilmiah kepada Ahli Utama
tinggi atau Menteri pada peryusunan kebijalen yang pejabat pimpinan tinggi atau Menter|
berkaitan dengan kebidanan padda penyusunan Kebijakan
berkaitan dengan kebidana
5 IMengdentifilasl kebutuhan, melakukan analisis dan doloumen identifilcasl kebutuhan, 0.025 Ahll Pertama
merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan ke bidanan di melakukan analisls dan
Puskesmas merencanakan kegatan UKM terkalt
pelayanan kebidanan dif Puskesmas
6 |Melaksanalan Awdit Maternal Perl [AMP) laparan Audit Maternal Perinatal 0.030 Ahli Muda
[AMP)
7 [Melaksanakan audit intemal mutu pelayanan Kesehatan [bu lapomn audit intemal mutuy 0.058 Ahll Madyas
dan Anak [KIA), Kesehatan Reproduksi, dan Keluargs pelayanan Kesehatan [bu dan Anak
Berencana |KB) K1A), Keschatan Reprodulksi, dan
Kehuarga Berencana (KB)
8 [Melaksanakan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional laporan audit mutu asihan 0,360 Ahll Utama
kebidanan tingkat nasional
9 |Mengebola pelayanan Keschatan Thu dan Anak [KIA dalam dokumen pelayanan Keschatan [bu 0,020 Ahli Muda
rangka mewujudkan keluanga sehat dan Anak [K1A)
10 [Melakukan pembinann etik dan disiplin bidan laporan pembinasan etik dan disiplin 0.060 Ahli Utsma
bidan
11 |Melakukan pembinann dan pengawasan pelayanan kebidanan | laporan pembinasn dan pengawasan 0.041 Ahli Utsma
kepada bidan samu jenjang di bawahnya pelayanan ke bidanan
12 [Melaloukan kredensialing asuhan kebidanan oleh Bidan laporan lredensialing asuhan 0,033 Ahll Madya
kategori keahlian pada jenjang di bawahnya dan Bidan ke bidanan
kategori keterampilan 0,060 Ahli Utama
13 IMelalukan assesment kompetensi Bidan kategori keahlian laporan assesment kompetensi 0.091 Ahll Madya
pada jenjang di bawahnys Bidan 0373 ALD Ulama
14 |Berperan aktf dalam musyawarah perencanaan laporan perencanaan pembangunan 0.020 Ahli Muda

pembangunan kecamatan

kecamatan
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15 [Melakulan pemantauan pelaksanaan persalinan dan lapomn pemantauan pelakssnaan 0.003 Ahli Pertama
pencegaban komplikasi persalinan dan pencegahuan
koornp likas |
16 [Melakukan pembinasn pelaksansan Program Perencansan laporan pembinsan pelaksanaan 0.047 Ahll Madya
Persalinan dan Pencegahun Komplikasi tingkat Program Perencanasan Persalinan
kabupaten /kota dan Pencegphan Komplikasi tinghat
kabupaten /kota
17 |Berpanisipasi alctl dalam forum penguatan penurunan Angka laporn pertemuan penguatan 0.075 Ahll Madya
Kematian Ibu (AK]) dan Angla Kematian Bayi (AKB) penurunan Angka Kematian Tbu [AK])
dan Angka Kematan Bayl |AKE|
18 [Melaloukan koordinasi Lintas Program [LP)/ Lintas Sektor [LS) laporan koordinasi Lintas Progrumn 0075 Ahll Madya
dan mitra terkait Kesehatan [bu dan Anak (KIA), Keluarga |LP) /Lintas Sektor (LS) dan mitra
Berencuna |KBj dan Kesehatan Reproduksi terkait Kesehatan Ibu dan Anak
(KI1A), Keluarg Berencana [KB) dan
Kesehatan Reproduksi
19 [Melakukan sosialisasi dan koordinas| dalam peningkatan lapoman sosialisasi dan koordinasi 0.075 Ahll Madya
pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam peninglkatan pelayanan
persalinan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
20 [Mensosialisasikan programdi bidang pelsyanan kebidanan laporan sosialisasl program di bidang 0.066 Ahll Madya
pada kabupaten kota/ instans di wilayah kerjanya pelayanan kebidanan pada
kabupaten kota/instansi di wilayah
ke rjanya
21 [Melakukan workshop tata kelola dan rujukan di laporan workshop tata keloda dan 0.075 Ahli Madva
kabupaten /kota/ provins rujukan di kabupaten /kota/ provinsi
22 |Berperan aktif dalam perternuan intemal fantar unit di laporen pertermuan intemal /antar 0.009 Ahli Muda
Puskesmas /Rumah Sakit unit di Puskesmas/ Rumah Sakit
23 IMengikuti pertermuan rutin antar instalasi di Rumah Sakit/ laporan pertermuan rutin antar 0.035 Ahli Madva

antar bidang di Dinas Kesehatan

instalasi di Rumah Sakit/ antar
bidang di Dinas Keschatan
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24 |Melaksanakan supervisi Bsilitatil pelayanan Kesehatan [bu laporan supervisl (asilitatil pelayanan] 0050 Ahli Madya
dan Anak (K14 dan Kesehutan Reproduksi/ Keluargs Kesehatan Thu dan Anak [KIA) dan
Berencanas [KH| Kesehatan Reproduksi/ Keluargs
Berencana |KB)
25 [Melakukan lounjungan keliling/supervisi secara berkala di laporun  hunjungan keliling/supervisi]  0.009 Ahll Madya
unit pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya secara berkals di unit pelayanan
vang menjadi tanggung jawabnya
20 |IMelakukan supevisi kelenghkapan rekam medik setiap klien laporan supervisi kelengkapan relam| 0011 Ahll Madya
mau pulang dan pindah ke mwat inap lain meddik setiap klien mau pulang dan
pindah ke rawat inap lain
27 [Melakulan pendokumentasian pelayanan kebidanan dokument asi pelayanan ke bidanan 0.004 Ahli Muda
28 [Melakukan bimbingan asuhan kebidanan ke pads peserta laporan bimbingan asuhan 0.147 Ahll Madya
didik di Rumah Sakit Pendidikan atau wahans pendidikan ke bidanan ke pada peserta didik di
Rumah Sakit Pendidikan atau
withuna pendidikan
29 IMemimpin pre dan post conference dalam pelaksanaan laporan pre dan post conference 0023 Ahli Madya
pelayanan lebidanan pada kasus- kasus tertentu dalam pelaksanaan pelayanan
kebidanan pada kasus kasus
tertentu
30 IMelakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di lapomn monitoring dan evaluasi 0012 Ahli Pertama
tingcat Puskesmas asuhan kebidanan di tinghat
Puslee smns
31 [Melakukan monitoring dan evaliasi asuthan ke bidanan di laporan monitoring dan evaluasi 0.020 Ahli Muda
tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D asuhan kebidanan di tinglat Rumsh
Sakit Kelay A/B/C/D 0.030 Ahll Madva
32 [Melakukan monitoring dan evaluasi pelalcsanaan asuban lapomn monitoring dan evaluasi 0,020 Ahli Muda
kebidanan di tinglat kabupaten/lota / provinsi pelaksanaan asuhan ke bidanan di
0,030 Ahli Madya

tinglat kabupaten /kota/provins
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33 [Menyusun Rencana Usulan Kegiatan {RUK)/ Rencana Rencana Usulan Kegiatan |[RUK)/ 0.040 Ahli Muda
Pelsksansan Kegiatan |RPK) Pelayanan Kebldanan di Fasilitas | Rencans Pelaksansan Kegiatan |[RPK)
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kebidanan di Fasilitas
Rujukan Tingkat Lanjutan {FKRTL) Kesehatan Tingkat Pertams [FKTP) /)
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tinglat
Lanjutan [FKRTL)
34 [Menyvusun Rencana Lima Tahunan {Renstrs) Fasilitas rancangan Rencana Lims Tahunan 0,360 Ahli Madya
Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP)/ Fasilitas Keschatan |Renstra) Fasilitas Kesehatan Tinglat
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Pertama [FKTP)/ Faxilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
35 IMenyusun Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu dan Kinerja rancangan Rencana Kegiatan 0.240 Ahll Madya
Keschatan Ibu dan Anak [KIA], Keluarga Berencana (KB) dan Perbalkan Mutu dan Kinerja
Keschatan Reproduksl di Fasilitas Keschatan Tinghkat Pertama Kesehatan Ibu dan Anak [KIA),
|FKTP)/ Fasilitas Keschatan Rujukan Tingkat Lanjutan Keluaga Berencana (KB} dan
|FKRTL) Kesehatan Re produles | di Fasilitay
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) /
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tinglat
Lanjutan (FKRTL)
36 [Menyusun laporan talunan Kesehatan fbu dan Anak [KIA), laporan tahunan Kesehatan Tbu dan 0,030 Ahli Muda
Keluamga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi Arnk (KIA), Kehumarga Berencana [KB)
dan Kesehatan Reproduksi
37 [Menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) Standar Prosedur Operasional 0,290 Ahll Madya
Kebidanan Pelayanan |SOP) Kebidanan
38 [Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana Jdokumen kebutuhan alat, sarana dan] 0,030 Ahll Muda
pelayanan kebidanan df Puskesmas/ prasarana pelayanan kebidanan di
kabupaten /kota/ provinsi /RS Puskesmas/
kabupaten/kota/provinsl/ RS
39 [IMenyusun pemenuhan kebutithan alat, sarana dan prasarana dokumen kebutuhan kebutuhan 0.409 Ahli Madya

pelayanan kebidanan tinglat nasional

ulat, sarana dan prasarana
pelayanan kebidanan tingkat
nasional
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40 [Melakukan penglkajian kebutuhan Sumber Daya Manusia dokumen penglajian kebutuhan 1.800 Ahli Utarma
ISDM) ke bidanan tingkal provins dan nasional Sumber Daya Manusia [SDM)
ke bidanan tingkat provinai dan
nasional
41 [Menyusun bahan bimbingan klinik dibidang asuhan bahan bimbingan klinik dibkdang 0,063 Ahll Madya
kebkianan dl ramah sakdt pendidikan atan wahana asuhan kebidanan df rumah sakit
pendidikan pendidilkan atau wahana pendidikan
42 IMenyusun muter! Wi kompetensi jubatan fungsional bidan mater uji kempetens| 0.810 Ahll Madya
1.080 Ahll Utarna
43 [Menviapkan rancangan rumusan kehijakan asuhan kebidanan rancangan rumusan leebijakan 1.800 Ahl Utama
di tingkat nasional astthan kebidanan di tingkat nasional
44 IMenyusun bahan perencanasan pelsyanan Kebidanan tingkat rancangan bahan perencansan LB63 Ahll Utsrms
nagional pelayanan kebidanan tingkat
nasional
45 [Menyusun bahan rencana strategis bidang pelayanan rancangan rencana strategs bidang 1.800 Ahll Utarms
Kebidanan pelayanan kebidanan
46 [Menyusun pedorman audit mutu asuban ke bidanan tinglat rancangan pedoaman audit mutu 1.080 Ahll Utarna
nasional / tingkat rumah sakit nijulan nasional asthan ke bidanan tingkat nasional/
tingleat rumah sakit rujukan nasional
47 IMenyusun pedoman/ panduan/ manual mutu dalam upaya rancangan 0446 Ahli Madya
peningkatan mutu dan kinerja di pelaynnan kebidanan pedoman / panduan /marmial outu
dalam upaya peningkatan mutu dan
kinerja di pelayanan kebidanan
48 IMenyusun kurikulum dan modul pelatihan insemice untuk kurikulum dan modul pelatiban 3.600 Ahli Utama
bidan yang digunakan secara nasional meervice untuk bidan yang
digumakan secam nasional
49 IMengevaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi |KIE) tericait lapomn evaluasi Komunilasi 0,068 Ahli Madya

upaya promotif, preventif pelayanan kebidanan

Informasi dan Edukasi (KIE) terkait
upaya promotif, preventil pelayanan
ke bidanan
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50 [Melakukan evaluasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan laporan evaluasi dan analisis 0.096 Ahli Madya
program pada individu keluarga, dan masyarakat penyebab ketidakberhasilan program
pady individu keluarga, dan
masyarakat
51 |Melakukan evalussi pelayanan kebidanan di Fasilitss laporan evaluasi pelayanan 0.098 Ahli Madya
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kescehatan kebidanan di Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Tingkat Pertamas [FKTP)/ Fasilitas
Kesehatan Rujulan Tinghkat Lanjutan
(FKRTL)
52 IMelakukan evaluasi asuhan kebidanan post tindakan kasus laporan evaluasi asuhan kebidanan 0.089 Ahll Madya
onkologl obstetr] ginekologl dengan penyulit secara kolaborasl | post tindakan kasus onkolog cbstetrd
gnekologl dengan penyulit secam
kolaborasi
53 IMelakukan evaluasi kinerja progmm Kesehatan Ibu dan Anak laporan evaluas| kinerja program 0.040 Ahll Muda
|KIA), Keluarga Berencana (KB dan Keschatan Reproduksi Kesehatan [bu dan Anak (KIA),
tingkat kabupaten /kota/ provinsi Keluarg Berencana (KB) dan 0.060 Ahll Madya
Kesehatan Reproduks| tingkat
kabupaten /kota/ provins
F. |Melaksanakan 1 [Melalukan skrining Pencegahan Penularan HIV, sifilis, laporn skrining Pencegnhan 0,003 Ahli Pertama
proguim hepatitis B dari ibu ke anak [PP1A) di Puskesmas atau Rumah |Pemilaran HIV, sifilis, hepatitis B dari
pemenntah Sukit ibu ke anak [PPIA) di Pus kesmas
atay Rumah Sakit
2 |Mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang laporan evaluasi pelaksanaan 0,020 Ahli Muda
kebidanan df lingkungan internal puskesmas/ Rumah Sakit program pemerintah di bidang
kebidanan di lingleungan internal
puskesmas/ Rumah Sakit
3 |Melakukan evaluasi pelaksanaan progmm Kesehatan [bu laporan evaluasi pelaksanaan 0,360 Ahll Utama
Anak [KIA) tingkat nasional program Keschatan [bu Anak |KIA)
tingkat nasjonal
G [Melakulcan I Menyusun konsep pengembangan program pelayanan dolumen konsep pengembangan 1.800 Ahli Utama
Inovasi Pelayanan Kesehatan [bu Anak (K14), Keluargs Berencana (KH) dan program pelayanan Keschatan bu
Kebidanan Kesehatan Reprodiuksl yang mendapat pengulouan secara Anak [KIA), Keluarga Berencana [KB)

nasional

dan Kesehutan Reproduksi yang
mendapal pengakuan secara nasional
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HASIL KERJA/ OUTPUT ANGKA PELAKSANA
SURB UNSL U {E LIGAS ¢ Q c
UNSUR I R RAIAN KEGIATAN / TUGA KREDIT | TUGAS JABATAN
1 2 3 4 5 6
2 Merumuskan konsep pengembangan Upayas Kesehatan dokumen konsep pergembangan 1.800 Ahli Utama
Berbasis Masyaralat [UKBM) dalam pelayanan kebidanan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM) dalam pelayanan
ke bidanan
3 |Menciptalan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan rancangan teknologi tepat guna 1.800 Ahli Utarma
dalam pelavanan kebidanan
4 Mengembangkan pelayanan Kebidanan komunitas sebagai rancangan pengembangan pelayanan 1.800 Ahli Urama
ride model dalam pelayanan kebidanan kebidanan komunitas sebagal ride
mode! dalam pelayanan kebidanan
5 |Merancang program upaya pemberdayaan ibu  untuk FANCANGAN Program upaya 1.800 Ahll Utama
meningkatikan kesehatan ibu dan anak, dan antisipas| pemberdaysan bu uk
masalah, pencegahan komplilkasi dan kegawatdaruratan meninglat kan keschatan (bu dan
anak, dan antisipasi masalah,
pencegahian komplikas! dan
ke gawatd aniratan
6 |Mengembangkan inovasi asuban pelayanan kebidanan inovasi asuhan pelayanan kebidanan 1.800 Ahli Utama
7 IMenciptakan inovasi di bidang pelayanan keschatan inovasi di bidang pelayanan 1.800 Ahli Utama
ibu/anak/ Keluargs Berencana [KB)/ Kesehatun Reproduks Joese hatan ibu/anak /Ke hiargs
Berencana (KB)/Keschatan
Reproduksi
8 |Menciptakan inovas| di bidang pelsyanan kebidanan Inowasl di bidang pelayanan 1.800 Ahll Utarma
komunitas kebldanan komunitas
9 IMenyusun pedoman/ panduan pelayanan kesehatan mncangan pedoman /panduan 1.800 Ahll Utama
Ibu /anak/ Keluargn Berencana [KB)/ Kesehatan Reproduksi di pelayanan kesehatan
tingkat nasional fanak /Keliarga Berencana
[KB)/ Kesehatan Reproduksi di
tingkat nasional
10 [Menyvusun pedoman/ panduan pelayanan terkait kebidanan rancangan pedoman /panduan 1,800 Ahli Utsma
komunitas tingkat nasional pelayanan terkait kebidanan
komunitss tingkat nasional
11 IMenyusun fincan kewenangan klinis bidan sesuai dengan dolcumen rinclan kewenangun klinis 0.540 Ahli Utarma

unit kerjanya

bidan sesuai dengan unit keranya
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anak serta perbailan gz ibu dan ansk

dan anak serta perbaikan gizi ibu
dan anak

= ~ HASIL KERJA/OUTPUT ANGKA PELAKSANA
URAIAN KEGIATAN / TUGAS KREDIT | TUGAS JARATAN
3 R 5 f
2 |[Merancang atau mendesain program peninglcatan mutu dan mncangan atau desain program 1,080 Ahli Utarma
pengembangan pelayanan kebidanan tinghkat nasional peninghatan mum dan
pengembangan pelayanan kebidanan
tingkat nasional
3 [IMerekomendasikan penghamaan atau sanksl pelangaran usulan rekomendas| penghargaan 0.540 Ahll Utarma
ctika bagl Bidan atou sanks| pelanggamn etika bagl
Bidan
} [Melakasnakan uji coba penerapan telcnolog terbanikan di luporan uji coba penerapan leknologi]  0.180 Ahli Utsma
bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Kelusrgsa Berencana terbarukan di bidang pelayanan
|KB)/Kesehatan Reproduksl Joese hataen b/ ek / Ke lisrgs
Berencana |[KB)/Keschatan
Re produksi
5 [Melaksanakan ujl coba penerapan teknolog terbarnukan dalam | laporan uji coba penerapan teknologi |  0.180 Ahll Urama
pelsyanan kebidanan kormunitas terbarukan dalam pelayanan
kebidanan komunitas
Mengevaluasl hasll penerapan inovas| pelayanan keschatan laporan evaluasi hasil penerapan 0,360 Ahll Utama
ibu/anak/ Keluarga Berencana [KB)/ Kesehatan Reprodulks Inovas pelayanan kesehatan
fbu/anak /Keluarga Berencana
|KH) / Kesehatan Reprodulks|
Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan laporan evaluasi hasil penerapan 0.360 Ahl Utama
konnmitas inovasi pelayanan kebidanan
leormuni tas
Merancang Komunikas! Infermasl dan Edukasl (KIE) upaya dokumen rancangin Konmuni ks | 0.040 Ahll Muda
promotif preventif pelayanan kebidanan Informasi dan Edukasi [KIE) upaya
promotif preventif pelayanan
lebidanan
Merancang atau mendesain instnumen monitoring dan dokumen rancangan atau desain 0.283 Ahll Madya
evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala instrumen monitoring dan evaluasi
provinsi /lcabupaten /kots pelayanan kebidanan vang
digunakan skala
provins /kabupaten/ kot
0 IMerancang dan merencanakan program kesehatan ibu dan dokumen mneangan kesehatan (bu 0,397 Ahll Madya
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HASIL KERJA/ CUTPUT ANGKA D L
UNSLUR SUR UNSUR URAIAN KEGIATAN / TUGAS ! KREDIT Eﬂﬂnwﬂmm\”‘wi
- L B S )
1 2 3 4 5 f
1 |[Menganalisis jumal internasional bidang pelayanan Jurnal Internasional dan draft 1.080 Ahli Utama
kesehatan ibuf ansk /Keluargs Berencana [/ Kesehatan Pedoman /Pand uan

Reproduksi / kebidanan komunitas dan memuangkannys
dalam bentuk pedoman /panduan

MENTER]I PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS| BIROKRAS| REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO
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LAMPIRAN 11l

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

ATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

PRLAKS AN
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEA KREDIT : :\.,-(.rz B
KEGIATAN
i 2 3 4 5 6 7
| Perngembangan Profesi A JPeroleban Hjazah/ gelar Memperaleh fjasah sesuanl dengan bidang tugas Bidan Iy h/Gelar 25% AK Semua jon g
pendidikan brmal sesua kenad kan
dengan bidang tugas Bidan pangkat
B [Pembuatan Karva Tulis / Me bosil pene litian [/
Karva Hmiah di bidang P / = bilang Pelavanan
Pelayanan Kebidanan Kebidanan yang dipublikasikan
a Jdalam bentuk buku/majaleh dmial inte masional Juroal/Buku 20.00 Semua jenjang
vang diterbitkan (ntemasional vang terindek
A Jdalam b buku/ majalah ek inte rmasional 1/ Buku 12.50 Semnia jen jang
yvang diterbitkan nasianal
b. [dalam bentuk buku/majalah iimiah ntemasional Jurnal/Buku /Naskah 600 Semua jenjang
vang diterbitkan dan diakui aleb arganisasi profes
dan Inatans | Pembina
Membuat karya ty
a Jdalam bentuk buku Buku 8.0 Semua jenjang
b, jdalam bentuk makalah Makalah Rl Semua enjang
Membunt karya tulis / karya ilmiah benipa tinjavan
atav ulasan | san sendird di bkdang
Pela
‘ g diter bitkan dan Buku 400 Semua jenjang

www.peraturan.go.id
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NO

UNSUR

SUB UNSUR

v aht 5 HEEINON o~ PELAKSANA
SATUAN HASIL ANGEA KREDIT KEGIATAN
4 5 f 7
b. |dalam majalah iimiah yang diaku aleh organisasi Naskah Semua jenjang
profes! dan Instansi Pembina

Membuat karya t Imiah berapa tinjauan

atau wasan mial gasan sendiri di bidang

Pelavanan Kebidanan vang tidak dipublikesikan

. |dalam bentuk buku Buku Semua jenjang

b. dalam bentuk makalah

Semmua jenjang

bidang Pelayanan Kebdanan

nbem s Kogasan dan Naskah
y dalam per
e Pelavanan Ket Artikel 2
C { wedumn " Ku atan kar
Bahan Baban Lain di bidang Pelayanan Kebidanan yang dipublikasikan
Dibdang Pelayanan
Kebdanan a [dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 700 Semua jenjang
diedarkan secara nasonal
b, Jdalam majalah ilmuab yang diakui oleh omganisasi Naskah 1.5 Semuan jenang
profesi nstans! Pembina
Wkan / menvadur buku atam karya miah
g Pelayvanan Kebidanan 1dak
kan
a Jdalm bentuk b Buku J.00 Semuan jenang
b. |dalam bentuk makalah Makalah 1.50 Semua jenjang
D JPembuatan Buku Pedoman / |Membual buku standar/ pedoman/ petunjuk Buku 100 Semum jenjang
petunguk teknis di
E. |Pengen g s 154l Sertifikat/ Lapx Se ) en e

ka karya f konferensi /s impao:
banding-lapangan

Sertifikat/ Laporan

Semua jenjang

pelatihan teknia/magang di bid
Kebidanan dan me mperaleh Sertifikat

Lamanya lebih

Sertifikat/ Laporan

a an o Jam 15.00 Semua Jo njang
b Lamarya antam 641 - 960 jam Sertifikat/ Laporan 9.00 Semua Je njang

) § Jenjang
e Jlamanys antara 481 - 640 jam Sertifikat{ Laparan 6.00 Semun Jenjang
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t 1 B WSS R i kel o~ PELAKSANA
NO UNSUR 5UB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEA KREDIT R %
KEGIATAN
] 2 i 4 ) H 7
4 [lamanya antam 161 - 4850 jam Sertifikat/ Lapomn 1.00 Semun Jenjang
o JLamarnys antam 81 - 160 jam 2.00 Semua
Sertifikat/ Lapomn 1.00 Semua Jenjang
Sertifikat/ Laparan 0.50 Semun Je njang
1
u Lamanya | dar 960 jam Sertifikat/ Lapo -~ & Semus Jenjang
b Lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat/Laporan 450 Semua Jenjang
« JLamanye antara 481 - 630 jam Sertifikat/ Laparan \ Semua Jenjang
d4 tara 161 Sertifikat/ Lapomn 1.%0 Semun Je njang
« JLamanya antam 81 - 160 jam Sertifikat/ Laparan 1 Semua Je njany
{ Jlaman ira 30 - 80 jam Sertifikatr/ Semua Jenjang
M Lamanya kumng dan 30 jam Semua Jergang
5 |mantan performunce {pemeliharaan kinerja dan target 0.50 Semun Jerngang
kine rja)
030 A enjang
F lain vang 0.50 Semmua jenjang
ukung pengembe
Instansi Pembina di bidang
pelayanan kebidanan
I, JPemunjang Keglatan A JPengajar [/ Pelatihdi bidang  [Mengajar/ melatih / membimbing vang berkaitan dengan Sertifikat/ Laporan Semua enjang
Pelayanan Kebidanan Pelayanan Kebiklanan bidang Pelayanan Kebiklanan
B |Keangeotaan dalam Me mjodl anggota Tim Pe Tim Uji Kam petensi Laparan 0.04 Se s jen jang
Penilai/ Tim Uji Kotmpe tenai
C. JTugas lain yang mendukung [Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Laparan 0.04 Semun Jenjang
pelaksa s Jabatan pelavanan kebidanan
D JPeralehan Penghargaan 1
Piagam 3.00 ) jenjang
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. = RIEETIROND > PELAKSANA
{5 5 NS 5 LGIATA SATUA ASIL J. A g - "
UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREI KEGIATAN
a i q 5 ”
b Plagam Semua jenjang
© Plagam

2 | Perg bargnan/

o jass a1as prestasi keranya

a Tingkat Internasonal

Sertiftkatl/ Plagam

35% AK
kenakan
P g Kl

Semun jenjang

b

Sertifikat / Piagam

Semua jenjang

Sertifikat/ P

A jenans

Perole

ban Gelar Kesar

4
b. |Sarjana / Diplama TV ljmh 5
Hidan Ke
a |Daktar | 5 3) ljnmh 15
b, [Magister { $-2) Iyamh 10 atng Mategord

keadi lan

< |Sarjar

MENTERI PENDAY AGURAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIARIO KUMOLO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR N
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3gTAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PANGKAT
BIDAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA 111

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

RO RS TERAMPIL MAHIR PENYELIA
/b Il/c 1/d l/a /b Il/c 1i/d
Melakukan kegiatan kebidanan yang
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 20 20 20 50 50 100 100
pengelolaan pelayanan kebidanan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
BIDAN DENGAN PENDIDIKAN PROFESI KEBIDANAN/ DIPLOMA IV

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
I/a /b Il/c Ii/d IV/a V/b IV/e IvV/d V/e
Melakukan kegiatan kebidanan yang
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 50 50 100 100 150 150 150 200 200
pengelolaan pelayanan kebidanan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

TUGRS IAEATAN AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
11 /b fil/c i/d IV/a V/b IV/c v/d IV/e
Melakukan kegiatan kebidanan yang
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 50 100 100 150 150 150 200 200
pengelolaan pelayanan kebidanan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

TUGAS JABATAN AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA

/e 1/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

Melakukan kegiatan kebidanan yang
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 100 100 150 150 150 200 200
pengelolaan pelayanan kebidanan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO
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